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TENTANG
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KAWASAN PERKOTAAN PIRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 5
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Piru,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350),

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),

5. Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042):
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633):
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Nomor 23),
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-
2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0134):

6.

7.

8.

9

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN PIRU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



13.

14.

15.

16.

17.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana
yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk

4.

5

6.

7.

8.

9.

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi
daya.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkanStruktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang
selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil
perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang
wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan,rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata
ruang provinsi.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkatRDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi denganPeraturan Zonasi.
Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk
membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah
tertentu.
Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan
Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam
RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
Zona adalah kawasan atau area yangmemiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.
Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.
Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana kota.
Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi
dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan sumber daya buatan.
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona
peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang
disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di
dalam pelaksanaan pembangunan.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Saluran Udara Tegangan Tinggi yang disingkat SUTT
merupakan bagian dari infrastruktur distribusi tenaga
listrik yang terletak diatas tanah dan berfungsi untuk
mengalirkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke
gardu indukmenggunakan kawat telanjang dan memiliki



31.

tegangan diatas 35 hingga 245 kV sesuai dengan standar
dalam industri ketenagalistrikan.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam
penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

a. tujuan penataan WP,
b rencana Struktur Ruang,

rencana Pola Ruang,
d ketentuan Pemanfaatan Ruang,
e. Peraturan Zonasi, dan
£ kelembagaan.

c.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3
Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru ditetapkan
sebagai WP berdasarkan aspek fungsional dan
administrasi dengan luas 4.099,01 (empat ribu
sembilan puluh sembilan koma nol satu) hektare.
Batas WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Piru,
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Eti dan

Teluk Piru,
c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Eti, dan
d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Morekau,

Desa Lumoli, dan Desa Eti.
Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi sebagian Desa Piru, seluruh Desa Neniari,
sebagian Desa Morekau, sebagian Desa Lumoli, dan
sebagian Desa Eti di Kecamatan Seram Barat.
Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
a. SWP IA mencakup sebagian Desa Piru, seluruh

Desa Neniari, sebagian Desa Eti, sebagian Desa
Lumoli, dan sebagian Desa Morekau terdiri atas
Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan
Blok I.A.5,

b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Piru terdiri atas
Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3: dan

c. SWP LC mencakup sebagian Desa Piru dan
sebagian Desa Eti terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok
I.C.2.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Piru sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan
Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
(satu banding lima ribu),

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum

(8) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4
Tujuan penataan WP untuk mewujudkan Kawasan
Perkotaan Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Piru
Menjadi pusat kegiatan lokal yang berfungsi sebagai pusat
pelayanan pemerintahan, perekonomian, pelayanan
umum, pariwisata didukung oleh simpul transportasi
regional, berbasis tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pasal 2 huruf b meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan,
b. rencanajaringan transportasi, dan
Cc. rencanajaringan prasarana.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).

(3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
meliputi:



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan,
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan,

dan
C. pusat pelayanan lingkungan.
Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat
di SWP I.B pada Blok I.B.1.
Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdapat
di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.2.
Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan
kelurahan /desa terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5:

dan
b. SWPL.C pada Blok I.C.2.
Rencana pengembangan pusat pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jalan umum,
b terminal penumpang,
Cc. terminal barang,

jembatan,
halte,t pelabuhan pengumpan, dan

8. pelabuhan perikanan.
Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7



ayat (1) huruf ameliputi:
a. jalan kolektor primer,
b. jalan lokal primer,
c. jalan lokal sekunder,
d. jalan lingkungan primer, dan
e. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Piru - Sp.3 Kotania melintas di SWP I.B dan SWP

IC,
b. Sp. 3 Kotania - Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.C,
Cc. Sp.3 Kotania - Waisala melintas di SWP I.C,
d Sp. Eti - Piru melintas di SWP I.A dan SWP I.B,
e. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP LA: dan
f. Piru-Loki melintas di SWP I.C.

(1) huruf b melintas di SWP IA dan SWP I.B.
(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c melintas di SWP I.B.

ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.
(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 9
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat
di SWP LA pada Blok I.A.4.

Paragraf 4
Terminal Barang

Pasal 10
Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 11
(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf d meliputi:
a. jembatan pada jalan kolektor primer,
b. jembatan padajalan lokal primer,
c. jembatan padajalan lokal sekunder,

(2) Jembatan pada jalan kolektor primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:
a. Jembatan Wae Eti di SWP IL.A pada Blok I.A.4,
b Jembatan Wae Kaputih di SWP I.A pada Blok I.A.4,
Cc. Jembatan Wae Teha di SWP LA pada Blok I.A.4,

Jembatan Wae Kuning di SWP L.A pada Blok I.A.1,
e. Jembatan Wae Meteng di SWP I.B pada Blok I.B.2,

Jembatan Wae Laluen di SWP I.B pada Blok I.B.2)



g. Jembatan Wae Sisi di SWP I.B pada Blok I.B.1: dan
h. Jembatan Wae Amarale di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Jembatan pada jalan lokal primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
1. SWP LA pada Blok LA.1, Blok LA.2, Blok 1 A.3, dan

Blok I.A.4: dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.

(4 Jembatan pada jalan lokal sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP I.A pada
Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12
Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 6
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13
Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf fberupa pelabuhan pengumpan regional yaitu
Pelabuhan Hatu Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7
Pelabuhan Perikanan

Pasal 14
Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan yaitu
Pangkalan Pendaratan Ikan Piru terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.1.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 15
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
a. rencana jaringan energi:
b rencana jaringan telekomunikasi:

rencana jaringan sumber daya air,
d rencana jaringan air minum,

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3):

£ rencana jaringan persampahan:
rencana jaringan drainase: dan

h rencana jaringan prasarana lainnya.

Cc.

e.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. infrastruktur pembangkit listrrk dan sarana

pendukung:
b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem,
c. jaringan distribusi tenaga listrik, dan
d. gardu listrik.
Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)
yaitu PLTD Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Kairatu

150 kV melintas di seluruh SWP, dan
b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Piru - Taniwel

150 kV melintas di SWP LB dan SWPI.C.
Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. saluran udara tegangan menengah (SUTM)

melintas di seluruh SWP, dan
b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di

seluruh SWP.
Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d meliputi:
a. gardu induk berupa Gardu Induk 150/20 kv 30

MVA Piru terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1:
b. gardu hubung terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1:

dan
Cc. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP LA pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,
Blok I.A.4, dan Blok I.A.5:

2. SWP LB pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok
I.B.3: dan

3. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkatketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantumdalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
a. jaringan tetap: dan



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di SWP IA dan SWP

LB,
b. telepon fixed linemelintas di seluruh SWP,
c. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I.B

pada Blok I.B.1,
d. rumah kabel terdapat di:

1. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3, dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

e. kotak pembagi terdapat di:
1. SWP LA pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,

dan Blok 1.A.4, dan
2. SWP LB pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok

I.B.3.
Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver
station (BTS) terdapat di:
a. SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5,

dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa sistem
pengendalian banjir.
Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IIIE yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
a. jaringan perpipaan, dan
b. bukan jaringan perpipaan.



(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(4)

(S)

(1) meliputi:
a. unit air baku meliputi:

1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.5, dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1.

2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP LA
dan SWP I.B.

b. unit produksi meliputi:
1. instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada

Blok I.B.1,
2. bangunan penampung air terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok 1.A.3 dan Blok
LA.5: dan

b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP

LA dan SWP I.B.
Cc. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi

melintas di seluruh SWP, dan
d. unit pelayanan meliputi:

1. hidran umum terdapat di SWP LA pada Blok
LA.5, dan

2. hidran kebakaran terdapat di:
a) SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok 1.A.2j
b) SWP IL.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan

Blok I.B.3, dan
c) SWPI.Cpada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di
SWP LA pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

(1)

(2)

(3)

dan Beracun (B3)

Pasal 20
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
llmbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e
meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat,

dan
b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3).
Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:
a. subsistem pengumpulan, dan
b. subsistem pengolahan terpusat.
Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada



(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

ayat (2) huruf a meliputi:
a. pipa retikulasi melintas di SWP IL.A dan SWP I.B,

dan
b. pipa induk melintas di SWP LA dan SWP LB.
Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala
kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.3.
Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdapat di SWP LA pada Blok I.A.1.
Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
llmbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran IIIG yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21
Rencana jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf fmeliputi:
a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle

(TPS3R): dan
b. tempat penampungan sementara (TPS).
Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdapat di:

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimanadimaksud pada ayat 1) huruf b terdapat di:

b. SWPI.B pada Blok IL.B.1: dan
Cc. SWPI.C pada Blok I.C.2.
Rencana jaringan persampahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
inforrnasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantumdalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

a. SWP LA pada Blok L.A.1 dan Blok I.A.3: dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2

a. SWP LA pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22
Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf g meliputi:a. jaringan drainase primer:



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

b. jaringan drainase sekunder,
c. jaringan drainase tersier, dan

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.
Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran IIIL.I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. jaringan drainase lokal.

ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
a. jalur evakuasi bencana,
b tempat evakuasi,
Cc. jalur sepeda,
d jaringan pejalan kaki:
e. pengaman pantai: dan

tanggul penahan longsor.Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

b Jalan Hatutelu melintas di SWPI.B:
Cc. Jalan Hatumuli melintas di SWP I.B:Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B:
e, Jalan Kapuk melintas di SWPI.B:Jalan Laboyane melintas di SWP I.B:
g Jalan Lorong Pisang melintas di SWP I.B
h Jalan Nusa Samar melintas di SWP I.B:Jalan Pendidikan melintas di 1.B:j Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B,k Jalan Telkom melintas di SWP I.B:Jalan TPU Lama melintas di SWP LB,m . Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWPI.B,n. Piru-Loki melintas di SWP I.C.
Oo. Piru-Sp.3 Kotaniamelintas di SWP I.B dan SWP IC,
p Sp.3 Kotania-Sp. Pelita Jaya melintas di SWP I.Cc,
g Sp.3 Kotania-Waisala melintas di SWP I.C:r. Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWPI.B,
Ss. Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP 1.A,t Sp. Mata Empat - Desa Eti melintas di SWP 1.A3u Sp. Mata Empat - Tugu Pemekaran Piru melintas

di SWP LA:

a. Desa Morekau - Sp. Translok melintas di SWP LA

f

i

1.

Sp. Pelita Jaya - Dusun Loun melintas di SWP I.C:

s



w. Sp. Translok - Desa Lumoly melintas di SWP LA,
x. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP

LA dan SWP I.B,
y. Sp. Waipirit - Sp. Eti melintas di SWP LA,
z. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP

LA,
aa. Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di

SWP LA,
bb. Tugu Piru - Kantor Bupati melintas di SWP LA,
cc. Waimeteng Darat - Dusun Kelang melintas di SWP

LB: dan
dd.jalur evakuasi bencana lainnyamelintas di SWP I.A,

SWP I.B dan SWP I.C.
(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:
a. titik kumpul,
b. tempat evakuasi sementara, dan
C. tempat evakuasi akhir.

(4 Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:
a. Balai Desa Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2:
b. Gereja Elohim Piru terdapat di SWP I.B pada Blok

LB.1,
c. Gereja Imanuel Mata Empat terdapat di SWP LA

pada Blok L.A.4:
d. Gereja Ramat Lechi Jemaat Laiuen terdapat di SWP

IA pada Blok I.A.4,
e. Koramil 1507-07/Piru terdapat di SWP I.B pada

Blok I.B.1:
f. Lapangan Olahraga Desa Piru terdapat di SWP I.B

pada Blok I.B.1:
g. Lapangan Olahraga Dusun Loun terdapat di SWP

I.C pada Blok I.C.2,
h. Pendopo Bupati Seram Bagian Barat terdapat di

SWP LA pada Blok I.A.2:
i. Pasar Rakyat Piru terdapat di SWP I.B pada Blok

LB.1:
j Puskesmas Pembantu Morekau terdapat di SWP I.A

pada Blok L.A.5:
k RSUD Piru terdapat di SWP LA pada Blok I.A.1:

SDN Eti terdapat di SWP LA pada Blok I.A.3:
SMAN 1 Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3:

dan

1.

m.
n, SMKN 4 Piru terdapat di SWP LA pada Blok I.A.1:

Oo. SMKS Tunas Timur Piru terdapat di SWP I.C padaBlok I.C.1.
(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Gedung Nunusaku Center terdapat di SWP I.C

pada Blok I.C.2:
b. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram

Bagian Barat terdapat di SWP IL.A pada Blok I.A.1:
dan

c. Kepolisian Resor Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP LA pada Blok I.A.1.

(6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada



ayat (3) huruf c meliputi:
a.

b.

C.

d.

€.

Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2,
Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2,
Lapangan Olahraga Dusun Hatumuli terdapat di
SWP I.B pada Blok I.B.2)
SMK Kristen Seram Barat terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.2, dan
SMPN Piru terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.1

(7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:

h.

a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B,
b Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B,:
Cc. Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP I.B,
d Sp. Jalan Trans Piru - Niniari melintas di SWP L.A,
e. Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP

IA dan SWP I.B:
f. Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP

LA,
g Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di

SWP LA: dan
jalur sepeda lainnya melintas di SWP I.A dan SWP
LB.

(8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:

l.

a. Jalan Hatutelu melintas di SWP I.B,
b Jalan Kabaresi melintas di SWP I.B,
Cc. Jalan Kapuk melintas di SWP I.B,
d Jalan Pendidikan melintas di SWP I.B,
e. Jalan Pohon Pule melintas di SWP I.B,

Jalan TPU Lama melintas di SWP I.B,
Jalan Waimeteng Pantai melintas di SWP I.B,

h Sp. Eti - Piru melintas di SWP LA dan SWP I.B,
i Sp. Tugu Piru - Waemeteng Pantai melintas di SWP

LA dan SWP I.B
j Tugu Oma Opa - Desa Morekau melintas di SWP

LA,
k Tugu Oma Opa - Sp. Waemeteng Pantai melintas di

SWP LA, dan
jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP IL.A

dan SWP LB.

f

(9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e melintas di SWP LA dan SWP I.B.

(10) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf fmelintas di SWP I.C.

(11) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).

(12) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum
dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung, dan
b. Zona Budi Daya.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1

Umum

Pasal 25
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf a meliputi:

(1)

(2)

Zona perlindungan setempat dengan kode PS,
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH,
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM, dan
Zona badan air dengan kode BA.

a.
b
Cc.

d

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26
Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
dengan luas 61,86 (enam puluh satu koma delapan
enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan
setempat dengan kode PS.
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
61,86 (enam puluh satu koma delapan enam) hektare
terdapat di:
a. SWPIA pada Blok L.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok

I.A.4, dan Blok I.A.5,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dengan luas 222,38 (dua ratus dua puluh dua koma
tiga delapan) hektare meliputi:

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2, dan
c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 213,29 (dua ratus tiga belas koma dua sembilan)
hektare terdapat di:
a. SWPL.A pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan

Blok I.A.4,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.Cpada Blok I.C.1.
Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP
I.C pada Blok I.C.1.
Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas 8,94 (delapan koma Sembilan empat) hektare
terdapat di:
a. SWPL.A pada Blok I.A.3,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1,

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 28
Zona ekosistem mangrove dengan kode EM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c
dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh)
hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan
kode EM.
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 8,87
(delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3, dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 29
Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 35,60
(tiga puluh lima koma enam) hektare berupa Sub-Zona
ekosistem mangrove dengan kode EM.



(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,60 (tiga puluh
lima koma enam) hektare terdapat di:
a. SWPL.A pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok

I.A.4 dan Blok I.A.5,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 30
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) huruf b meliputi:

(1)

(2)

(1)

Zona hutan produksi dengan kode KHP:
Zona pertanian dengan kode P:
Zona perikanan dengan kode IK:
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL:
Zona pariwisata dengan kode W,
Zona perumahan dengan kode R,
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU,
Zona campuran dengan kode C:
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K,
Zona perkantoran dengan kode KT,
Zona transportasi dengan kode TR,
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK:
Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL, dan
Zona badan jalan dengan kode BJ.

a.
b
Cc.

d
e.
f.

h
i
j
k
1.

m
n.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 31
Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 451,50
(empat ratus lima puluh satu koma lima) hektare
berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat
dikonversi dengan kode HPK.
Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 451,50 (empat ratus lima puluh satu
koma lima) hektare terdapat di:
a. SWPIA pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok LA.5:

dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 32
Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 1.777,45 (seribu



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma empat lima)
hektare meliputi:
a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, dan
b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 324,94
(tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan empat)
hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3,
b. SWPI.B pada Blok I.B.3, dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.2.
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.452,51
(seribu empat ratus lima puluh dua koma lima satu)
hektare terdapat di:
a. SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok L.A.2, Blok I.A.3, Blok

LA.4, dan Blok LA.5,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 33
Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 0,58
(nol koma lima delapan) hektare berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1.
Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,58
(nol koma lima delapan) hektare terdapat di SWP I.B
pada Blok I.B.1.

Paragraf 5
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34
Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d
dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare berupa
Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,01
(dua koma nol satu) hektare terdapat di:
a. SWPI.B pada Blok I.B.1: dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 35
Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 5,26



(2)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

(lima koma dua enam) hektare berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W.
Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,24 (lima koma
dua empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok
I.B.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 36
Zona perumahan dengan kode R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 1009,32
(seribu sembilan koma tiga dua) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2:
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan

kode R-3, dan
c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan

kode R-4.
Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode
R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 360,07 (tiga ratus enam puluh koma nol
tujuh) hektare terdapat di:
a. SWPI.ApadaBlok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok

LA.4, dan Blok I.A.5, dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan luas 460,65 (empat ratus enam puluh koma
enam lima) hektare terdapat di:
a. SWPL.Apada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok 1.A.4 dan

Blok I.A.5,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.Cpada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dengan luas 188,59 (seratus delapan puluh delapan
koma lima sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok I.A.3,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1: dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37
Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g
dengan luas 38,49 (tiga puluh delapan koma empat
sembilan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1:
b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-

2, dan



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 20,70 (dua puluh koma tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok L.LA.1,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 6,66 (enam koma enam enam) hektare terdapat di:
a. SWPL.A pada Blok L.A.1, dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan

Blok I.A.5,
b. SWP .B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan
c. SWPL.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 38
Zona campuran dengan kode C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 98,10
(sembilan puluh delapan koma satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode

C-1, dan
b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang

dengan kode C-2.
Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare
terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.3 dan Blok IL.A.4:
b. SWPI.B pada Blok I.B.1: dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.
Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dengan luas 61,97 (enam puluh satu koma
Sembilan tujuh) hektare terdapat di:
a. SWPIA pada Blok L.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4:

dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 39
Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i denganluas 269,39 (dua ratus enam puluh sembilan koma



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

tiga sembilan) hektare meliputi:
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan

kode K-1,: dan
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan

kode K-3.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan
kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dengan luas 228,62 (dua ratus dua puluh delapan
koma enam dua) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3,

dan
c. SWPI1.C pada Blok I.C.1.
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan
kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dengan luas 40,77 (empat puluh koma tujuh tujuh)
hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 40
Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 23,31
(dua puluh tiga koma tiga satu) hektare berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT.
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 23,31 (dua puluh
tiga koma tiga satu) hektare terdapat di:
a. SWP L.A pada Blok LA.1 dan Blok I.A.2: dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 41
Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 6,72
(enam koma tujuh dua) hektare berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR.
Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,72 (enam koma
tujuh dua) hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.4, dan
b. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42
Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf 1 dengan
luas 31,85 (tiga puluh satu koma delapan lima)



(2)
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hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan

dengan kode HK.
Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,85
(tiga puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat
di:
a. SWPL.A pada Blok L.A.1,
b. SWPI.B pada Blok I.B.1, dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 15
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43
Zona peruntukan lainnya dengan kode PL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m

dengan luas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare
meliputi:
a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)

dengan kode PL-3,
b. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

dengan kode PL-4: dan
c. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)
dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan luas 1,96 (satu koma sembilan
enam) hektare terdapat di:
a. SWPIA pada Blok I.A.1, Blok LA.3, dan Blok I.A.5:

dan
b. SWPI.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas 0,01 (nol koma nol satu)
hektare terdapat di:
a. SWP LA pada Blok I.A.1: dan
b. SWPL.BpadaBlok I.B.3.
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan
luas 3,60 (tiga koma enam) hektare terdapat di SWP
I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 16
Zona Badan Jalan

Pasal 44
Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 30 huruf n dengan luas 50,78
(lima puluh koma tujuh delapan) hektare berupa Sub-
Zona badan jalan dengan kode BJ.
Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,78 (lima puluh
koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
d. SWPIA pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok LA.3, Blok

L.A.4 dan Blok LA.5:
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e. SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3,
dan

f. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Piru.
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan konfirmasi KKKPR, dan
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKKPR

Pasal 46
Pelaksanaan konfirmasi KKKPR di Kawasan Perkotaan
Piru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Konfirmasi KKKPR sebagiman dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47
Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
a. program perwujudan,
b. lokasi,
c. sumber pendanaan,
d. instansi pelaksana, dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang, dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara,
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
Cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten,

dan/atau
d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d terdiri atas:
a. kementerian/lembaga,
b. perangkat daerah,
C. swasta,
d. Masyarakat, dan/atau
e. pemangku kepentingan lainnya.

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. tahap pertama pada periode tahun 2024,
b. tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029,
Cc. tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034,
d. tahap keempat pada periode tahun 2035- 2039, dan
e. tahap kelima pada periode tahun 2040 - 2043.

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
Peraturan Zonasi
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48
Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
e meliputi:
a. aturan dasar, dan/atau
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar
Paragraf 1

Umum
Pasal 49

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a
meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan,
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
c. ketentuan tata bangunan:
d. ketentuan prasarana dan sarana
e. ketentuan khusus, dan
f. ketentuan pelaksanaan.

minimal

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a
meliputi:
a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan

diperbolehkan/diizinkan:
b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat



(2)

(3)

(4)

secara terbatas,
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat

tertentu: dan/atau
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak

diperbolehkan.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan
pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan
rencana peruntukan ruang.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi T1 berupa Pembatasan pengoperasian

kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan,
yakni dalam bentuk waktu operasi, berupa durasi
dan/atau jam operasi kegiatan,

b. klasifikasi T2 berupa Pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang, dalam bentuk pengurangan KDB
sebesar 1006 dari ketentuan di aturan dasar,

c. klasifikasi T3 berupa Pembatasan Luas, dalam
bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan
1506 dari luas zona/ sub-zona dalam satu blok, jika
sudah melebihi 1596 maka tidak diizinkan, dan

d. pembatasan skala kegiatan industri yang
diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha
mikro dan kecil.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan
persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat wajib

menyediakan prasarana/ infrastruktur berupa
lapangan parkir,

b. klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan sarana dan prasarana persampahan,

Cc. klasifikasi B3 Diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan prasarana/infrastruktur pengolahan
limbah,

d. klasifikasi B4 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan ruang untuk loading, unloading,
dan/atau tempat penampungan barang di dalam
kaveling/persil,

e. klasifikasi B5 diperbolehkan dengan syarat wajib
menyediakan ruang terbuka hijau privat dan/atau
publik minimal 10"6 (sepuluh persen) dari luas
kavling,

f. klasifikasi B6 diperbolehkan dengan syarat wajib
mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan



(5)

(6)

(7)

(8)

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat
tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang
direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona Lindung, dan
b. Zona Budi Daya.
Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a meliputi:
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS,
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:
1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1,
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2: dan
3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.

c. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa
Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-

Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan
kode HPK:

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, dan
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1:

d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan
kode PTL:

e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W,

f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2:
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan

kode R-3: dan
3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan

kode R-4.
g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1:
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode

SPU-2, dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-

3.
h. Zona campuran dengan kode C meliputi:

1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan
kode C-1: dan



(9)

2. Sub-Zona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2.

i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota

dengan kode K-1, dan
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP

dengan kode K-3.
j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona

perkantoran dengan kode KT,
k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona

transportasi dengan kode TR,
1. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK,

m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PLmeliputi:
1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)

dengan kode PL-3,
2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)

dengan kode PL-4, dan
3. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

n. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona
badan jalan dengan kode BJ.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 51
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum,
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum,
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal, dan
d. luas kaveling minimum.
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum,
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum, dan
c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas

belakang (JBB) minimum.
Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

(1)

(2)

(3)

Pasal 53
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap Zona.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara
optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII
yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 54
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf e terdiri atas:
a.
b.
c.

(2)

kawasan rawan bencana,
tempat evakuasi bencana, dan
kawasan sempadan.

Pasal 55
(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a
meliputi:
a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dan
b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa

Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.3, dan
b) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2

terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3:
b) SWPI.B pada Blok I.B.3, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.3, dan
b) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di



SWP I.B pada Blok I.B.1,
d Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL

berupa Zona pembangkitan tenaga listrik dengan
kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1,

e, Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.3,
Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2 terdapat di:
a) SWP IA pada Blok IL.A.1 dan Blok I.A.3, dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan

Blok I.B.3.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.3,
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP LA pada Blok
LA.3.

. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok I.B.3: dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
Blok 1.B.3, dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok IL.A.3:
b) SWP L.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3: dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.2.

h Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan

kode C-1 terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok I.B.1: dan
b) SWPI.Cpada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/
sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP I.B
pada Blok I.B.1.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan
kode K-1 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok LA.3:
b) SWP LB pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan

Blok I.B.3, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1.

j Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-
Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP
I.C pada Blok I.C.1:

k Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di:

f

i



a) SWP I.B pada Blok I.B.1, dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

1. Zona peruntukan lainnya dengan kode PLmeliputi
1.

3.

Sub-Zona instalasi pengolahan air minum
(IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.3, dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.2.

2. Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
dengan kode PL-4 terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.3,
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditetapkan sebagai berikut:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diizinkan (I) meliputi:
1.

2
3.
4.

10.

pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi
sementara bencana,

. pengembangan sistem peringatan dini,
pengembangan infrastruktur sumber daya air,
pengembangan akomodasi pariwisata yang
berbasis mitigasi bencana/pengurangan resiko
bencana,

5 rehabilitasi pantai,
6. kegiatan perikanan,
7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau,
8. Pengembangan struktur alami atau buatan yang

berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami,
9. Meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai

dengan penghijauan di sepanjang sempadan
pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman
bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang
ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik
konservasi, dan
mengurangi kecepatan aliran tsunami pada
wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat
tanggul dan penanaman mangrove.

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) pada kegiatan
perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana
pelayanan umum, dengan persyaratan:
1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan,

pertanian hortikultura dan perkebunan dengan
tidak mengubah bentang alam,

2. kegiatan transportasi yang mendukung
pengembangan sistem evakuasi,

3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata
termasuk perhotelan wajib menerapkan:
a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat

berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi
vertikal bencana tsunami,

b) struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai
yang sekaligus difungsikan sebagai tempat
evakuasi sementara tsunami, bila berjarak
lebih dari 100 (seratus) meter dari garis pantai,



(4)

(5)

c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi,
d) penyediaan Ruang Terbuka Hijau, dan
e) pengembangan mitigasi struktural alami

dan/atau struktur buatan.
4. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

dilarang (X) meliputi objek vital/fasilitas kritis
berisiko tinggi seperti pembangunan lembaga
pemasyarakatan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di SWP LA pada Blok I.A.3, dan

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

b Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2 terdapat di SWP LA pada Blok I.A.3,
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di SWP LA pada Blok
LA.3: dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok
I.A.3.

Cc. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan
kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3,
dan

a Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa
Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)
dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok
I.A.3.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan sebagai berikut:
a.

b.

Cc.

mengembangkan struktur alami dan/atau struktur
buatan untuk mitigasi bencana,
struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan
arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir,
menggunakan sekat penahan anti air untukmenahan
air masuk ke bangunan atau ke lingkungan
permukiman,

d menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat
minimum 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan
sebagai tempat evakuasi sementara banjir,

e. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat
evakuasi sementara ketika banjir datang, dilengkapi
dengan akses tangga darurat dan/atau akses
kendaraan darurat menuju tempat evakuasi:f penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi
penyediaan biopori dan/atau sumur resapan dan
kolam retensi untuk kegiatan kompleks perumahan
atau bangunan non tunggal,



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

g. penyediaan RTH publik sebesar 20x (dua puluh
persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks
perumahan atau bangunan non tunggal,

h. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk
Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimum sebesar

6096 (empat puluh persen): dan
2. koefisien dasar hijau minimum sebesar 3006 (lima

puluh persen).
ii RTNH menggunakan perkerasan yang mudah

meresapkan air ke dalam tanah,
j. setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau

sumur resapan,
k. menyediakan Ruang untuk jalur evakuasi agar dapat

dijangkau oleh petugas evakuasi dan kendaraan
evakuasi, dan

l. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan
yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan
kegiatan yang menggangu fungsi resapan air.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum
dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56
Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
a. tempat evakuasi sementara, dan
b. tempat evakuasi akhir.
Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode
SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2,

b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
LA pada Blok IL.A.1, dan

c. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP IA pada Blok LA.1.

Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU

meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2: dan
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode

SPU-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode

SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
b. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-



(4)

(5)

(6)

(1)

Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.2: dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan
TEA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b
meliputi:
a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang

penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi
sebagai tempat berkumpul (assembly point)
penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke
tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:
1. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh)

menit,
2. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 - 600 m

(empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat
permukiman atau aktivitas masyarakat:

3. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai
dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki
(aksesibilitas tinggi),

4. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang
lengkap, dan

5. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai
tempat evakuasi vertikal (TEV).

b. Tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat
penampungan penduduk di kawasan aman dari
bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu
tertentu meliputi:
1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana,
2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke

tempat penampungan untuk memudahkan
evakuasi (escape road):

3. memiliki standar minimal daya tampung ruang
evakuasi dengan standar minimal kebutuhan
ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga
meter persegi per orang),

4. ketersediaan sarana air bersih, MCK,
penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi,

5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan
kesehatan pengungsi: dan

6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang
lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan
satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding
lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57
Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
a. kawasan sempadan pantai:



(2)

b. kawasan sempadan sungai, dan
c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:
a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa

Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi
dengan kode HPK terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.3, dan
b) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok 1.C.2.

b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2

terdapat di:
a) SWP LA pada Blok L.A.1 dan Blok LA.3, dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.3.

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok 1I.A.3, dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

Cc. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di
SWP I.B pada Blok I.B.1,

d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona
pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada
Blok I.B.3,

e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.3: dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok I.B.1: dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP IL.A pada Blok
LA.3.

f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3:
2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode

SPU-2 terdapat di SWP LB pada Blok I.B.1: dan
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode

SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
g. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona

campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok L.A.1 dan Blok I.A.3:
b) SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok

1.B.3, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1.

i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-
Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP



(3)

(4)

I.C pada Blok I.C.1.
j Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan
kode HK terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, dank Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupaSub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat
di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan
sebagai berikut:
a.

b.

Cc.

ketentuan lebar sempadan pantai ditetapkan dengan
jarak minimal 100 (seratus) meter,
pembatasan pertumbuhan dan pengembangan
bangunan pada kawasan sempadan,
kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun
(keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu
fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami,

d menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang
pantai,

e, melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadapbencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk
mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang
diperuntukkan sebagai kegiatan Ruang Terbuka
Hijau publik dan pengembangan struktur alami
dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana
pesisir, dan
menyediakan bangunan dengan struktur bertingkatminimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus
difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara
tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara
sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih
dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat.
kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisatatermasuk perhotelan wajib menerapkan:
1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat

berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal
bencana tsunami dan gelombang ekstrim,

2. struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang
dapat juga sekaligus difungsikan sebagai TempatEvakuasi Sementara tsunami dan gelombang
pasang,

3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan
tempat evakuasi/meeting point, dan

4. pengembangan mitigasi struktural alami
dan/atau struktur buatan.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sungaisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a.

b.

Cc.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.4 dan Blok I.A.5: dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1.

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik
dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada BlokLC.1.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:



1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok

L.B.3.
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang

dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok

LA.4: dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok
I.B.1.

d Zona campuran dengan kode C meliputi:
1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan

kode C-1 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.4,
b) SWP I.B pada Blok I.B.1, dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona campuran intensitas
menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat
di:
a) SWPL.A pada Blok I.A.1, dan
b) SWPI.B pada Blok I.B.1.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok LA.1 dan Blok I.A.4, dan
b) SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok

1.B.3.
Zona peruntukan lainnya dengan kode PLmeliputi:
1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum

(IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok IL.A.5, dan
b) SWP LB pada Blok I.B.1.

2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

f

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan
sebagai berikut:
a.

b.

Cc.

ketentuan lebar sempadan sungai dalam kawasan
perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter,
pembatasan pertumbuhan dan pengembangan
bangunan pada kawasan sempadan sungai,
kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun
(keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu
fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami,

d menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang
sungai, dan

e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap
bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk
mengembalikan batas sempadan sungai minimal
yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang
perlindungan setempat dan pengembangan struktur
alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi
bencana banjir.



(6)

(7)

Ketentuan khusus kawasan sempadan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:

1.

2.

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, dan
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA pada Blok L.A.1, Blok I.A.2, dan

Blok I.A.4,
b) SWPI.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan

kode R-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan

Blok I.A.4: dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

2 . Sub-Zona perunahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan
b) SWP I.C pada Blok 1.C.2.

3 Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok
ILB.1.

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode
SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, dan

d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1, dan
b) SWPI.B pada Blok I.B.3.

Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan
sebagai berikut:
a. jarak bebasminimum vertikal dari konduktor saluran

udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima
puluh) kilovolt sebagai berikut:
1.

2.

lapangan terbuka atau daerah terbuka sebesar
8,50 (delapan koma lima) meter, dan
daerah dengan keadaan tertentu meliputi:
a) bangunan dan jembatan 5 (lima) meter,
b) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan 5

meter,
c) jalan/jalan raya/rel kereta api 9 (sembilan)

meter:
d) lapangan umum 13,50 (tiga belas koma lima)

meter,
e) saluran udara komunikasi dan antena 13,50

(tiga belas koma lima) meter, dan
f) titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air

pasang/tertinggi pada lalu lintas air 4 (empat)
meter.

b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal
menara/tiang saluran udara tegangan tinggi (SUTT)



(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

150 (seratus lima puluh) kilovolt sebesar 6 (enam)
meter.

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Lampiran VIIIC yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58
Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang,
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif,
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada

dan tidak sesuai dengan PZ, dan
d. aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan

ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona
peruntukannya.

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak positif
bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif
bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak
negatif bagi masyarakat.
Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai
dengan RDTR:,

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR, dan

Cc. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif dan disinsentif sebagiaman dimaksud pada ayat
(3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan
ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pemberian insentif dan disintensif di laksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan
tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk
pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum



(8)

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.
Aturan peralihan sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan aturan yang mengatur status
pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang
zona peruntukannya.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 59
Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal
48 huruf b berupa bonus zoning dengan kode b.

(1)

(2)

Pasal 60
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas
lantai atau KLB sebagai kompensasi dari kontribusi
penyediaan fasilitas publik.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona

perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok
I.A.4 dan Blok I.A.5, dan

b) SWPI.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok
.B.3.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1

terdapat di:
a) SWP LA pada Blok I.A.1: dan
b) SWP I.B pada Blok I.B.1

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok L.A.1: dan
b) SWP LB pada Blok I.B.3.

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:
a) SWPL.A pada Blok L.A.1, Blok LA.4 dan Blok

LA.5,
b) SWPI.B pada Blok I.B.2, dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.2.

Cc. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas tinggi dengan kode C-1
terdapat di:

a) SWP LA pada Blok 1.A.3 dan Blok I.A.4:
b) SWPI.B pada Blok I.B.1: dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1.

d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
meliputi:



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota
dengan kode K-1 terdapat di:
a) SWP LA pada Blok LA.1, Blok LA.3 dan

Blok I.A.4:
b) SWP I.B pada Blok I.B.3, dan
c) SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di SWP I.C pada Blok
LC.2.

e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
LA pada Blok LA.1.

Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan
penyediaan fasilitas publik sebagai berikut:
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH

publik,
b. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas

umum pada kawasan permukiman kumuh,
c. menyediakan fasilitas sosial berupa Pendidikan,

Kesehatan dan peribadatan,
d. melakukan normalisasi sungai,
e. membangun sarana pelengkap saluran drainase

berupa lubang biopori,
f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas

fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan
angkutan umum,

g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum, dan/atau

h. menyediakan jalur dan ruang evakuasi bencana.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di
dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan
perencanaan.
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menggunakan kontruksi tahan gempa dengan mengacu
pada SNI 1726:2019 tentang Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan
non gedung
Teknik Pengaturan Zonasi bonus zoning dengan kode b
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan hasil persetujuan dari Pemerintah Daerah.
Teknik PZ bonus zoning dengan kode b sebaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu).
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan bupati ini.
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BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 61
Bupati membentuk forum penataan ruang dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di
daerah
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah,
instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi,
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62
Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Piru adalah 20
(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR
Kawasan Perkotaan Piru dapat dilakukan lebih dari 1

(satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan,
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan

dengan undang-undang:
c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

dengan undang-undang, atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati
Seram Bagian Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan
Piru dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan
Ruang.
Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat

strategis dalam peraturan perundang-undangan:
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek

vital nasional, dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di

sekitarnya.



Pasal 61
Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan rencana dan album
peta yang merupakan dokumen teknis yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah

dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya,

b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Piru yang
diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau
KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini: dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggat, 14Nevember 2024
PENJABAT

&BAP gERAM
B IAN BARAT

x
0

3

AIS ELY
t7

Diundangkan di Piru
pada tanggal, 14 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

LEVERNE ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
0344



13

96
64

56
0

96
61

91
0

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

m
U

402810

402810mT1 405460

408110

408110

diare

410760

413410

413410

4160650 m1

416060

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

Y

LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RUANG LINGKUP
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WILAYAH PERENCANAAN

U SKALA : 1:50.000

A lo) 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
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1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
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3. Pengolahan Data Tahun 2023.
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

U SKALA : 1:50.000

A lo) 0,5 1 2Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

2

8

Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI
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KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan

Ibu Kota Kabupaten/Kota _--_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
TN- Gans Pantat

Sub Wilayah Perencanaan
SWP IA
SwP.B
SWP Lc

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi tas garis-garis administrasi

416060

0161996

0161996
Kec

Pagu

Ket Huamu

Kec inamosol Elpaputih.

j &
k Na

(3

A

etahui,M

Pi. BU SERANB N BARAT
IA k

kep)

N
15ELY

405460 408110 410760 413410 AGIAN



1313

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

402810 405460 408110 diare 413410 4160650 m1
96

64
56

0

Desa Piru

402810mT1 405460

KECAMATAN SERAM BARAT

&
408110

Desa Piru

410760

il Desd Kai

Desa Eti

Desa Morekau

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

4

96
64

56
0

Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2Km

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PALI 9ERAM 1 okass vang dipetakan
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KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
@ Ibu Kota Kabupaten/Kota _--_ Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP Badan ArIbu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

RENCANA STRUKTUR RUANG
Pusat

Batas Perencanaan Perairan
Batas WP TN Gans Pantai

- Batas Blok

@ Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

@ Sub Pusat Kota/K

@ Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
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Transportasi Darat
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Gardu Hubung
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s Jembatan X- X Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

b

Terminal Barang Rencana Jaringan Air Minum
ass Terminal Penumpang Tipe C Sumur Pompa

Jalan Kolektor Primer
Hidran Kebakaran

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder Hidran Umum

Jalan Lingkungan Pnmer Instalasi Produksi

Jalan Lingkungan Sekunder A Bangunan Pengambil Air

Pelabuhan Pengumpan Regional _ - _ Jaringan Transmisi Alr

ng:" Kotak Pembagi Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Beracun (B3)

Rencana Jaringan Drainase Pipa nduk
Jaringan Drainase Primer

-- Pipa Retikulasi
Jaringan Drainase Sekunder

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

J TA Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Evakuasi Sementara
1 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, - - Jalur Sepeda

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

3. Pengolahan Data Tahun 2023.

N

X
X

X

413410 416060

0161996

2

2

1

ba

Sar ln
0161998

2

PaJQ Kawatwan ?
Kec

Sa

Halte x Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Bangunan Penampung

(@) Rumah Kabel Bangunan Pengendalian Banjir

IK) Sentral Telepon Otomat (STO) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

PAL IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

4 8 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Desa Lumoli dan Beracun (B3)

Jaringan Drainase Lokal ' Titik Kumpul

9 Tempat Evakuasi Akhir

Recycle (TPS3R) #"-- Pengaman Pantai

Jaringan Pejalan Kaki

Bok - Jalur Evakuasi Bencana

Tanggul Penahan Longsor

1. Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

# : #

X
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

96
61

91
0

Uu SKALA : 1:50.000
o 0,5 1 2 Km

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

DIAGRAM LOKASI

1 okass vang dipetakan

TN
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

1 Kabupaten Seram

La r Kec Taniwel

2

Ro xeePa

B
KA ta Lau

gac amat,

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan _ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
"N- Gans Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Pusat Pelay

@ Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

@ Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

@ Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi re:

408110 410760 413410
In

416060
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PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.B
d S PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
N TENTANG

) N RENCANA DETAIL TATA RUANG
) 1 KAWASAN PERKOTAAN PIRU

KECAMATAN SERAM BARAT PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

£ U SKALA: 1:50.000

f fo) 0,5 1 2 Km
1

Desa Piru Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
N Datum Horizontal : Datum WGS 1984

ng, FN
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PALI 9ERAM 1 okass vang dipetakan

TN
N

Fi Kec Taniwel

& KA
Ss Desa Eti

Kec Huamual

KETERANGAN
Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan _ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
"NX Gans Pantat

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Jaringan Transportasi

Transportasi Darat- Halte

Jembatan

Terminal Barang

96
59

26
0

Terminal Penumpang Tipe C

Jalan Kolektor Pnmer

Jalan Lokai Primer

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Primer

Jalan Lingkungan Sekunder

Transportasi Laut

tai Pangkalan Pendaratan Ikan

& Pelabuhan Pengumpan Regional

Desa Lumoli

96
56

61
0

Desa Eti

Penje Kode Lokasi

7

Le SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

£ 1. Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

P
8| Catatan:

N
Peta ni bukan merupakan referensisesfh batas garisgaris administrasi

W

N

X

2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

402810 m1 405460 408110 410760 413410 416060
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56
0

m
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96
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0

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

Uu SKALA : 1:50.000
lo) 0,5 1 2Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S

: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

Datum Horizontal
Datum Vertikal

DIAGRAM LOKASI

PALI 9ERAM okass vang dipetakan

"x

Kabupaten Seram

£
Napa
u

an ln
Kec Beram N.kee Tanwel

x
Kec inamosol 1 Elpaputih.

Sa

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

_ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Ibu Kota Kecamatan

Perairan
"XL Gans Pantar

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

KEB Sardu Induk

a Gardu Hubung

Of) Gardu Distribusi

f Pembangkit Listnk Tenaga Diesel (PLTD)
«& . Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

X- X Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
X- X Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

408110

N 0

£ Desa Eti
A

»
i

J
P

L

Ka Penje Kode Lokasi

PA

Ad SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

8
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan
NX Peta ini bukan merupakan referensi esmi.bata garis-garis administrasi

X Mengetahui,
X BAGIANBARAT

410760 413410 416060 84GIAN 0

$

w

1. Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
Pd 2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

4 4

X
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PALI 9ERAM
TN

1 Kabupaten Seram
Bagian Barat Taniwel

Kec Beram

96
59

26
0

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan _ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
"N- Gans Pantat

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
R Jaringan Te ek kas

Rumah Kabel

TJ Kotak Pembagi

Sentral Telepon Otomat (STO)

(F3 Menara Base Transceiver Station (BTS)
«- & Telepon Fixed Line

&«- 4 Janngan Serat Optik

4 8
Desa Lumoli s

Desa Eti

Pi

d

l
TN Penje Kode Lokasi

AL SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
FA 1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter

ra 2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023

$ Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resrmbafas Garis-Yarisadministrasi

N

X

X

402810m1 405460 408110 410760 413410 416060

0161996

0161996 KA
para

w
SwP

3. Pengolahan Data Tahun 2023.

X
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN IlI.E
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Uu SKALA : 1:50.000
o 0,5 1 2 Km

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

1 okass vang dipetakan

TN
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

5

B
KA ta

Ta

Lau
gac amat,

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan _ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
"N- Gans Pantat

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
R Jaringan Daya Air

3 Bangunan Pengendalian Banjir

WY

LA.4

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan garis-garis administrasi

$
"Mengetahui,

413410 416060

2

1 Kabupaten Seram

Kec Beram0161996 KA
Elpaputih.

£

N
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN IlI.F
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

96
64

56
0

m
U

Uu SKALA : 1:50.000
o 0,5 ) 2KmLa

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Pokasi yang dipetakan

2Kabupaten Seram
Bagian Barat

Keck

Ta

Inang

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi Batas Perencanaan
-- Batas Kecamatan Batas WP
_ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP

- Batas Blok

Ibu Kota Kecamatan

# Ibu Kota Desa/Kelurahan

Perairan
"NX Gans Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

Instalasi Produksi

Oo Sumur Pompa

Hidran Umum

Hidran Kebakaran

@A Bangunan Penampung Air

96
59

26
0

a Bangunan Pengambil Air Baku
#-- Janngan Transmisi Air Minum

#«-- Janngan Transmisi Air Baku

Janngan Distnbusi Pembagi

96
56

61
0

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

96
53

96
0

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi tesrnt-batas garis-garis administrasi

Mengetahui,
SE B

408110402810mT1 405460 413410 416060

0161996

0161996

Kec Huamu
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PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

96
61

89
7

96
59

24
7

96
56

59
7

96
53

94
7

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2Km

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

DIAGRAM LOKASI

1 okass vang dipetakan

TN
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

1 Kabupaten Seram

.c.1 r Kec Taniwel

KA
Ta 1s

Kec Huamual art)
TS »

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
_--_ Batas Kecamatan Batas WP
_ Batas Kelurahan/Desa - Batas SWP

- Batas Blok

& Ibu Kota Kabupaten/Kota

Ibu Kota Kecamatan

# Ibu Kota Desa/Kelurahan

Perairan
"NX Gans Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Aa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

(53)
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- Pipa Induk

-- Pipa Retikulasi

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:

408110 410760
1

413410 416060
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

Uu SKALA : 1:50.000
o 0,5 ) 2KmLa

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

TN
Kabupaten Seram
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

Ta

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

_ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Ibu Kota Kecamatan

Perairan
"N- Gans Pantai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR
Jaringan Per

us) Tempat Penampungan Sementara (TPS)

A Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batasGaris-garis-administrasi

408110 410760 413410 416060

0161996

0161996

A &. Kec Taniwel
Kec Seram 4
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PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

96
64

56
0

26
61

91
0

96
59

26
0

96
56

61
0

96
53

96
0

Uu SKALA : 1:50.000
o 0,5 1 2 Km

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PALI 9ERAM 1 okass vang dipetakan

TN

Ta

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
& Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan _ Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan - Batas Blok

Perairan
NX Gans Pantat

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
R Jaringan Drai

2
Janngan Drainase Primer

Janngan Drainase Sekunder

Janngan Drainase Tersier

Janngan Drainase Lokal

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ni bukan merupakan referensisesfhi batas garis-garis administrasi

" Mengetahui,

416060

0161996
0926596

2

2

N
Kec Beram

hasan
Kec inampsol Elpaputih.
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PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

96
64

56
0

m
U

96
59

26
0

96
56

61
0

Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2Km

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
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7 LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

j » NOMOR TAHUN 2024

) KAWASAN PERKOTAAN PIRU
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4. Pengolahan Data Tahun 2023
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Pe
Kementerian/ TP- TP-

Perangkat Tahap Perencanaan2
No Lakari Sumber Lembaga yang Perangkat Daerah gim TP-4 TP-8Pragram Utama Menyelenggara Daerah

Kahupaten/ Kota Kepentingan (203 (203s_ 1(2040kan Urusan Provinsi yang yang 2039) 2043)Pemerintahan di membidangi lainnya
Bidang membidangi 4)

PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

Penataan Ban: nan dan ng

# APBD Prov ns
Maluku Pekerjaan

LI. SWP I.B pada Blok » APBD Kab. Umum dan Pekerjaan Umum
dan PenataanPenyusunan RTBL LB.1 PenataanSeram Bagian Ruang Ruang

Barat
e APBD Provinsi
Maluku Umum dan Pekerjaan Umum

1.1.2 Penataan bangunan dan SWP I.B pada Biok « APBD Kab dan Penataanlingkungan LB.1 Seram Bagian Ruang
Penataan

Barat Ruang
2 Pen ngkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

« APBN Pekerjaan Umum
Penyediaan prasarana, sarana, dan Penataan» APBD Kab.

2.11 dan utilitas umum di SWPI I.B pada Biok Pekerjaan Umum
Ruang

perumahan untuk menunjang LB.1 Seram Bagian dan Perumahn
e Perumahan dan Swasta

fungsi hunian
Barat Rakyat Kawasan« Swasta Lu an

3 m Pemberda n Usaha Menengah Usaha Kecl, dan Usaha Mikro UMKM

« APBD Kab
3.1.1 Pendataan potensi dan SWP I.B pada Blok Seram Bagian

Usaha

pengembangan usaha mikro LB.1 Barat Kecil dan Swasta
« Swasta Menengah

4 Prog m Pen mbangan UMKM

Si 6.Fas tas usaha mikro menjad » APBD Kab NIusaha kecil dalam Koperasi Usaha
41.1 pengembangan produksi dan

SWP LB pada Blok
I B. 1 Barat

Seram Bagian Kecil dan Swasta
pengolahan, pemasaran, SDM Menengah
serta desain dan teknol « Swasta

ox

b Peraru,judan Sub Pusat Pe n Kota/Kawasan Perkotaan
m Pen mban: Permukiman

Pembangunan dan
pengembangan infrastruktur

» SWP 1A pada APBD Kab. Pekerjaan Umum
1.1.1 kawasan permukiman di Blok IAI dan Seram Bagian dan Penataan

kawasan strategis daerah
« SWP LC pada BaratBlok 1.C.2 Ruang

kabupaten

1 3Paman 5

203

Pekerjaan



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi pemenuhan zin
usaha simpan pinjam dan

keanggotaan dalam daerah
kabupaten

3 Progra . Dan Usaha Mikro UMKM

Pendataan potensi dan Seram Bagian
pengembangan usaha mikro Barat

n Pemberdayaan Usaha Menengath

» SWP LA pada » APBD Kab

Usaha Kec

Blok LA.1: dan
e SWPI.C pada
Blok 1.C.2. » Swasta

B Rencana Jaringan Transportasi
a Perwujudan Jalan Umum
1 Program Penyelenggaraan Jalan
11 Penyelenggaraan Jalan Nasional

No Tita Lokasi Menyelenggara 6 (203
Sumber Daerah TP-4 TP-5Perangkat 1 3Pe katKementerian/ TP- Tp

Tahap Porencansan-2
PemangkuLembaga yang

51 3 &Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035_ (2040yan Urusan Provinsi yang »
Pemerintahan di membidangi 8 g 203yang Lainnya 2039) 2043)

Bi membidangi 83

2 Pe ayanan z n Usaha Simpan Pin am

pembukaan kantor cabang, » SWPIA pada « APBD Kab.
Koperasi Usaha

kas e SWPI.C pada Bart2.1.1 Kecil dan Swastacabang pembantu dan kantor Blok LA.i: dan Seram Bagian

Menengahpinjam
untuk koperasi dengan wilayah Blok I.C.2. » Swasta

Koperasi Usaha
3.1.1 Kecil dan Swasta

Menengah
4 Program Pengembangan UMKM

Fasilitasi usah mikro menjadi
usaha kecil dalam Koperasi Usaha

SWP I.A pada » APBD Kab.
41.1 pengembangan produksi dan Kecil dan Swasta

Blok I.A.1: dan Seram Bagian
pengolahan, pemasaran, SDM, Blok 1.C.2 e Swasta Menengah

SWP I.C pada Barat
serta desain dan teknol

c Perwujudan Pusat Pelayanan Lin un
c.l Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

1 Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU
Urusan PSU Perumahan AGE Bai nya Tin pa Ja p. APLa Lea

SWP LA pada Pekerjaan Umum
Penyedjan prasarana, sarana, Blok LA.3, Blok dan Penataan« APBN

1 1.1 Seram Bagian dan Perumahan Swasta
dan utilitas umum di LA.4, dan Blok « APBD Kab Pekerjaan Umum

Ruang
perumahan untuk menunjang LA.5, dan e# Perumahan danBarat Rakyatfungsi hunian » SWPI.C pada Kawasan

Blok 1.C.2. Permukiman« Swasta
2 Program Pengembangan Kapasitas Dava Saing Kepemudaan

Koordinasi, sinkronisasi dan Blok I.A.3, Blok @ APBD Prov. e Pemuda danKementerianSWP LA pada » APBN

Pendidikan, Pendidikan
2.1.1 Kebudayaan danpelaksanaan penyediaan sarana LA.4, dan Blok Maluku Olahraga

Gan prasarana olahraga LA.5, dan » APBD Kab e» Pendidikan dan
kabupaten/kota « SWPI.C pada Seram Bagian KebudayaanRiset, dan Kebudayaan

TeknologiBlok I.C.2. Barat



Pemeliharaan rutin jalan
kolektor primer

e ruas Piru - Sp.3

Pelebaran jalan kolektor primer
menuju standar

Kotania melintas
di SWP LB dan
SWPI.C,
ruas Sp. 3
Kotania - Sp.
Pelita Jaya
melintas di SWP
LC,
ruas Sp.3 Kotania
-Waisala
melintas di SWP
LC,
ruas Sp. Eti-
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB, dan
ruas Sp. Waipirit
- Sp. Rti melintan
di SWP LA.

APBN dan Perumahan
Rakyat

Pekerjaan Umum
APBN dan Perumahan

Pembebasan lahan/tanah APBD Kab. Pekerjaan Umum
2.1.3 untuk pembangunan jalan lokal SWP LA Seram Bagian dan Penataan

primer Barat Ruang

Barat Ruang

Barat Ruang

Pekerjaan Umum
1.1.1

1.1.2

2 Penve engsaraan aan

2.1.1 Seram Bagian dan PenataanPemeliharaan rutin jalan APBD Kab. Pekerjaan Umum
kolektor primer ruas Piru-Loki Baratlintas di SWP

menuju
2.1.2 Seram Bagian dan PenataanPelebaran jalan kolektor primer Lc. APBD Kab. Pekerjaan Umum

Barat

APBD Kab. Pekerjaan Umum
214 SWP IA Seram Bagian dan PenataanPembangunan baru jalan lokal

Baratprimer
APBD Kab. Pekerjaan Umum

2.1.5 seluruh SWP Seram Bagian dan PenataanPelebaran
Barat Ruanmenuju standar

APBD Kab. Pekerjaan Umum
2.1.6 Seram Bagian dan PenataanPemeliharaan berkala jalan

lokal primer
seluruh SWP

Pembebasan lahan/tanah Pekerjaan Umum
» APBN Tata

2.1.7 untuk lokal SWPIB e APBD Kab. Ruang/ Badan
Seram Bagian Pertanahan dan Penataan

sekunder Barat Nasional Ruang

2.1 SWPI.B Seram Bagian dan PenataanPembangunan baru jalan lokal APBD Kab." Pekerjaan Umum

Barat Ru
sekunder

2.1.9 SwPI.B Seram Bagian dan PenataanPelebran jalan lokal sekunder APBD Kab." Pekerjaan Umym

menuju standar



APBD Kab.Pemeliharaan berkal jalan Pekerjaan Umum
lokal sekunder Barat Ruang

e Pekerjaan Umum

er tikiman
e Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ka
Permukiman

e Pekerjaan Umum
dan Penataan

Kawasan
Permukiman

@ Pekerjaan Umum

Permukiman
Pekerjaan Umum
dan Penataan

Kawasan
Permukiman

@ Pekerjaan Umum
dan Penataan

Kawasan
Permukiman

b "Terminal Penumpang.

Program Penyelenggaraan Lalu L&ntas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
11 Pengelolaan Terminal Penumpang Tips C

2.1.10 SWP IB Seram Bagian dan Penataan

Pembebasan lahan/tanah
» APBN Agraria dan Penataan

2.111 untuk seluruh SWP
» APBD Kab. Ruang/ Badan Ruang

Barat Nasional Kawasanlingkungan primer »Seram Bagian Pertanahan

Pembangunan baru jalan Ruang
APBD Kab

2.1.12
lingkungan primer «

seluruh SWP Seram Bagian
Barat

APBD Kab. Pkerjaan Umum
2.113 seluruh SWP Seram Bagian dan Penataan

Pelebaran jalan lingkungan
primermenuju standar Barat Ruan

Pemeliharaan berkala jalan Ruang
APBD Kab R2.114

lingkungan primer e Perumahan danseluruh SWP Seram Bagian
Barat

Pembebasan lahanJtanah » APBN Agraria dan Tata dan Penataan

Seram Bagian @ Perumahan dan
2.115 untuk pembangunan jalan seluruh SWP e APBD Kab. Ruang/ Badan Ruang

Barat Nasional Kwasnlingkungan sekunder

bangunan baru jalan seluruh SWP Seram Bagian Ruang
APBD Kab

2.1.16
lingkungan sekunder e Perumahan daBart

APBD Kab.Pelbran jalan lingkungan Pekerjaan Umum
2.117 seluruh SWP Seram Begian dan Penataansekundermenuju standar Barat Ruan

Pemeliharaan bericata jalan seluruh SWP Seram Bagian Ruang
APBD Kab

2.1.18
lingkungan sekunder Perumahan danBarat »



Palntrrana Waktu Pelaksanaan 5

fasilitas penumpang

c Perwujudan Terminal Barang

APBN
APBD Prov.

Barat
« Swasta
« APBN
e APBD Prov.

Barat
» Swasta
APBN

e APBD Prov.

dan pendukung) Seram Bagian
Barat
Swasta

d Perwujudan Jembatan
1 Program Penvelenggaraan Jalan

» SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok LA.3,

e SWP I.B pada Barat Ruang
Blok I.B.1, Blok
1.B.2, dan Blok
I.B.3: dan

Kementerian/ TP- TP-

No Program Utama Lokasi Menyelenggara DacrahSumber Dacrah Pemangku
&4 6

TP-8Lembaga yang Perangkat 1 Tahap Perencanaan-2 3Perangkat
1 2 3

kan Urusan Provinsi yang yang Lainnya w O-IS) w PX)

Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (203
TP-4
(2035- (2040.

Pemerintahan di membidangi 203 2039) 2043)
membidangi & a y 88

kn

8
Penyusunan rencana APBD Kabl.l.l pembangunan terminal Perhubungan

SWP IA pada Blok
num ang tipe C BaratLA.4 Seram Bagian

Pembangunan terminal APBD Kab
1.1.2 Seram Bagiandilengkapi fasilitas utama dan LA.4 Perhubungan

penumpang tipe C yang SWP LA pada Blok
Barat

Rehabilitasi dan pemeliharaan
1.1.3 Seram Bagian Perhubungan

terminal penumpang tipe C SWP LA pada Blok
APBD Kab

(fiasilitas utama dan LA.4 Baratendukun

1 Program Penvelen araan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ
Term nal

pembangunan terminal barang LC.12.1.1 » APBD Kab. SwastaPenyusunan rencana SWPI.C pada Blok
Maluku

Perhubungan Perhubungan Perhubungan
Seram Bagian

Pembangunan terminal barang MalukuSWP I.C pada Blok2.1.2 yang dilengkapi fasilitas utama e Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta
dan pendukung Seram Bagian

LC.l, APBD Kab.

Rehabilitasi dan pemeliharaan Maluku
2.1.3 terminal barang (fasilitas utama APBD Kab Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta

SWP I.C pada Blok
LC.l.

l. Pembangunan jembatan SWP LA pada Blok
APBD Kab. Pekerjaan Umum

Barat RuanLA.4 dan Blok LA.5S
Seram Bagian dan Penataan

Blok 1.4.4, dan APBD Kab. Pekerjaan Umum
1.1.2 Pemeliharaan berkala jembatan Blok I.A.5: Seram Bagian dan Penataan



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

e SWPI.Cpada
Blok 1.C.1.

Perwujudan Halte
Program Pen a u ntasDan Angkutan alan

» SWP LA pada
Blok LA.1:

Pembangunan halte yang e SWPI.B pada APBD Kab.1.1 dilengkapi fasilitas utama dan Blok I.B.1 dan Seram Bagian Perhubungan
pendukung Blok I.B.3: dan Barat

e SWPI.C pada
Blok 1.C.1.

« SWP LA pada
Blok LA.1:

Blok I.B.3: dan Barat
« SWPL.C pada
Blok I.C.1.

Pengoperasian dan » APBN

Pelabuhan Hatu Piru Barat

& judan Pelabuhan Perikanan
Program Pengelolaan Pangka an Pendaratanz kan

Parangkat Tahap Perencanaan2Kamentarian/ TP TP-

No Program Utama Lalasi Menyelenggara (203
Daerah TPA TP-5Lembaga yang 3

3 4& 5 6Pendanaan Kahupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040
Pemerintahan di membidangi yang Lainnya

8 8 203 2039) 2043)
kan Urusan Provinsi yang

membidangi $

Rehabilitasi dan pemeliharaan
se SWPI.Bpad APBD Kab
Blok I.B.1 dan Seram Bagian Perhubunga.1.21

£ Pelabuhan Pe
Penge o an Pe avaran

Y1I
pengumpan regional yaitu L.C.1 Seram Bagian Perhubungan Perhubungan
pemeliharaan pelabuhan SWPI.C pad Blok e APBD Kab

Pemenuhan fasilitas pelayanan
1.1.2 angkutan pengumpan regional APBN Perhubungan

SWP I.C pada Blok
LC.laitu Pelahuhan Hatu Piru

1.
P

« APBD Prov Kelautan dan Kelautan dan« APBNSWP LB pada BlokPelayanan penyelenggaraan
pendaratan ikan LB.1 Perikanantu Pelabuhan Perikana Piru Maluku

Penyedian sarana dan » APBNSWP LB pada Blok Kelautan dan Kelautan dan1.12 prasarana Pelabuhan Perikanan «LB.1 PerikannAPBD Prov
Piru Maluku

pemerintahanpengun
Ma uku PerikannAPBD ProvLB.1

« APBNSWP I.B pada Blok Kelautan dan Kelautan dan1.1.3 dan |danerintaha dan pengusahaan
Pe ab

Perwutudan nfrastruktur L str kdan Sarana Pendukun
Penge o aan nfastruktu Pembangk tan str k dan Sarana Pendkun

Pemel haraan infrastruktur SWP I.B pada Blok Energi danPengoperas an dan

Sumber Dayapembangkit listrik dan sarana LB.I1. 1. 1 APBN PT PLN
Mineraldukung yaitu PLTD Piru



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem

e Saluran Udara
Tegangan Tinggi
(SUTT) Piru -

Kairatu 150 kV

(SUTT) Piru -

Tariwel 150 kV
melintas di SWP
I.B dan SWPI.C.

e Saluran Udara
Tegangan Tinggi
(SUTT) Piru -

Kairatu 150 kV

(SUTT) Piru -

Taniwel 150 kV
melintas di SWP
LB dan SWPI.C.

Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

pengembangan jalur Saluran Energi dan
Udara Tegangan Menengah
SUTM)

Perwujudan Gardu Listrik
judan Gardu Uustr k

Kementerian/ TP- TP-
Perangkat Tahap Perencanaan-2

Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 3 4NO Sumber Lembaga yang Perangkat Daerah Pemangku
Pendanaan Provinsi yang » N RKkan Urusan Kabupaten/ Kota Kepentingan (203

TP-4 TP-S31

(2035- (2040621

Pemeriutahan di membidangi $ S 203Lainnya 2039) 2043)yang
Bia smembidangi

Pemenuhan infrastruktur SWP I.B pada Blok Energi dan
pembangkit listrik dan APBN Sumber Daya PT PLNLB.11. 1.2
ndukun aitu PLTD Piru Mineral

Kecuku an dan Penvediaan Energi dan Tenaga Listnik

melintas di
Energi dan

1.1.1 APBN Sumber DayaUdara Tegangan Tinggi (SUTT) e Saluran Udara PT PLNPembangunan jalur Saluran seluruh SWP: dan

Tegangan Tinggi Mineral

melintas di
Pemeliharan jalur Saluran seluruh SWP: dan Energi dan

1.1.2 APBNUdara Tegangan Tinggi (SUTT) e Saluran Udara PT PLNSumber Daya
Tegangan Tinggi

Mineral

Kecukupan dan Penyed aan Energ dan Tenaga str k
Pembangunan dan

LI.l seluruh SWP APBN SumberDaya
Mineral

Pemeliharaan jalur Saluran Energi dan
1.1.2 Udara Tegangan Menengah seluruh SWP APBN Sumber Daya PT PLN

Mineral
Pembangunan dan Energi dan

1.1.3 pengembangan jalur Saluran seluruh SWP APBN Sumber Daya PT PLN
Udara Tegangan Rendah (SUTR Mineral
Pemeliharaan jalur Saluran Energi dan114 seluruh SWP APBNUdara Tegangan Rendah (SUTR) PT PLNSumber DayaD

Mineral



Pengemhangan, peme haraan,
dan peningkatan pelayanan SWP I.C pada Blok Energi dan

1.1,1 APBN Sumber Daya PT PLNGardu Induk 150/20 kV 30 LC.1
MVA P ru

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.2, Blok LA.3,
Blok I.A.4, dan

1B.3: dan
e SWPL.C pada
Blok I.C.1 dan
B ok .C.2.

A judar Te ekomunikas
1 Program Pengelolaan Telekomunikasi

APBN

Barat

Barat HH

b Perwujudan Jaringan Tetap
judan arin Serat Optik

« APBN

Berat
2 Perwu udan Jaringan Telepon FYxed ne

Pengembangan, pemel haraan Energ dan
1.2.1 dan peingkatan pelyann APBN Sumber Daya PT PLN

SWP I.B pada Blok
LB.1u hubun M nera

Pengembangan, pemeliharaan, Energi dan
Blok LA.5:

s SWPLB pada
r

13.1 dan peningkatan pelayanan PTPLNBlok LB.1, Blok APBN SumberDaya
gardu distribusi MineralI.B.2, dan Blok

Pengembangan dan Komunikasi
« APBD Prov
Maluku Komunikasi dan Komunikasi danl. peningkatan infrastruktur seluruh SWP dan PT Telkom
Seram Bagianjaringan micro digital Informatika

« APBD Kab Informatika Persandian

e APBN
APBD Prov

12 dan PT Telkom
Pemeliharaan sarana dan Maluku Komunikasi dan Komunikasi danKomunikasi

prasarana telekomunikasi APBD Kab Informatika Persandian
Seram Bagian

Informatika

Pengembangan dan Komunikasi« APBD Prov
1. 1. 1 peningkatan jaringan serat dan PT TelkomSWPI.A dan SWP Maluku Komunikasi dan Komunikasi dan

LB «# APBD Kab. Informatika Peraandianoptik InformatikaSeram Bagian

Pengembangan dan » APBN KamunikasiKamunikasi dan Komunikasi dan
diine Maluku Informatika

Informatika Persandia211 peningkatan jaringa tlepon seluruh SWP APBD Prov dan PT Telkam



Pelaksana Waktu Pelaksanaan 1

"ja
3 Program Perwujudan Sentral Telepon Otomat (STO)

Pengelolaan Sentral "Otomat: --

4 Program 1Perwujudan Rumah Kabe

s SWP A pada

Blok LB.l.
5 Program Perwujudan Kotak Pembag

e SWP LA pada
Blok LAI, Blok
LA.2, Blok 1.A.3,

Blok I.B.1, Blok
L.B.2, dan Blok
LB.3.

c Perwujudan Ja Se uler
Program Perwujudan Bangunn Menara Te ekomun kas

« SWP A pada
Blok I.A.1, Blok « APBN

L.B.2, dan Blok Barat
.B.3,

Kementerian/ TP- TP-

No Program Utama Lalai s er
Menyelenggara Daerah Daerah Pemangkn

1 2 3 4 5 6
TPS1 Tahap Perencanaan-2 3Lembaga yang Perangkat Perangkat

TP-4
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (203 (2035- (2040kan Urusan Provins yang

8 88 8Pemerintahan di membidangi Lainnya
01 2xma 203 2039) 2043)

mbidangi 88yang
4

« APBD Kab
Seram Bagian

"3Barat

Pengembangan dan
PT Telkom3.1.1 SWP I.B pada Blok Komunikasi danPeningkatan sentral telepon I.B.1 APBN Informatikaotomat (STO

Pengembangan, pemeliharaan, Blok LAI, dan
4.1.1 dan peningkatan pelayanan Blok I.A.3: dan APBN Komunikasi dan

rumah kabel s SWPIB pada
Informstika PT Telkom

Pengembangan, pemeliharaan, dan Blok LA.4:
5.l.I dan peningkatan pelayanan dan APBN Komunikasi dan

kotak pembagi » SWPIL.B pada
Informatika PT Telkom

i

Pengembangan dan 14.3, dan Blok @# APBD Prov. KamumikasiMaluku Komunikasi dan dan Komunikasi dan
Menara Base Transceiver » SWPI.B pada APBD Kab. Informatika Informatika Peraandian

1. 11 penigkatan kualitas pelayanan I.A.5: dan PT Telkom
Station (BTS) Blok I.B.1, Blok Seram Bagian

Perwujudan s stem pengendaliank banj
Penge o aan Sumber Daya a P3 (SDA

a P

» APBN

Rehabilitasi/peningkatan/ Pekerjaan Umum Pekerjaan Pekerjaan Umum
SWPIL.B pada « APBD Prov

» SWPI.C pada Penataan dan Penataanpemeliharaan bangunan APBD Kab dan1.11 Blok L.B.1: dan Maluku Umum dan

pengendalian banjir
»

BikkI.C.1. Seram Bagian Rakyat Ruang Ruang
Barat

8 Perwujudan ari
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum pada Unit Air Baku1



« APBN

Li

e APBN

» Swasta
« APBN

» Swasta
» APBN

» Swasta
@ APBN

« Swasta
2 Penge aan dan Pe S stem Penyed aan A r num pada Un t Produks

« APBN

« Swasta
« APBN

Barat

Penyusunan renrana, Pekerjaan
@ APBD Prov

LL. dan Perumahan dan Penataan PDAMkebijakan, strategi dan teknis Kawasan Umum danMaluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

(SPAM) Ruang
Seram Bagian Rakyat Ryang

Sistem Penyediaan AirMinum Perkotaan Piru PenataanAPBD Kab.

Barat

APBD Prov

Penyediaan Air Minum (SPAM) SWPI.B pada Blok Umum dan PDAM
Maluku Pekerjaan UmumPembangunan Sistem Pekerjaan

1.1.2 APBD Kab. dan Perumahn dan Penataan

bangunan pengambil air baku Ruan 8
Seram Bagian Rakyat Ruang

jaringan perpipaan berupa LB.1 Penataan Swasta»

Barat

peme » SWP LA pada Pekerjaan
@ APBD Prov
Maluku Pekerjaan Umum Pkerjaan Umum

1.1.3 APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan
S stem Penyediaan Air Minum Blok I.A.5: dan Umum dan PDAM

pengambil a r Blok LB.1. Barat RuangRakyat Ruang
(SPAM) berupa bangunan Swp LB pada Penataan SwastaSeram Bagian

»

Pembangunan Sistem Pekerjaan
« APBD Prov

1.1.4 « APBD Kab. dan Perumahan dan PenataanPenyediaan Air Minum (SPAM) SWPI.Adan SWP Umum danMaluku Pekerjan Umum Pekerjaan Umum « PDAM
jaringan perpipaan berupa LB Penataan » Swasta

Baratjaringa transmisi air baku Ruang
Seram Bagian Rakyat Ruang

Operasi dan pemeliharaan Pekerjaan
» APBD Prov

Sistem Penyediaan AirMinum SWP LA dan SWP Umum dan PDAM
Maluku Pekerjaan Umum

1.1.5 « APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan
Pekerjaan Umum

Barat Ruang
Seram Bagian Rakyat Ruang

(SPAM) berupa jaringan IB Penataan Swasta
transmisi ar baku

«

Sstem an-- » APBD Prov

21 1 » APBD Kab. dan Perumahan dan PenataanPenyediaan Air Minum (SPAM) SWPI.B pada Blok
Maluku Pekerjaan Umum Umum dan Pekerjaan Umum « PDAM

jaringa perpipaan berupa LB.1 Penataan SwastaSeram Bagian Rakyat Ruang
»

instalasi produksi Barat Ruang

Operasi dan pemeliharaan @# APBD Prov Pekerjaan
Sistem Penyediaan Air Minum SWP I.B pada Blnk Maluku Umum dan PDAMPekerjan Umum

21.2 dan Perumahan dan Penataan
Pekerjaan Umum

(SPAM) berupa instalasi LB.I » APBD Kab Penataan « Swasta
produksi Seram Bagian RuangRakyat Ruang



Swasta
« APBN

Blok I.A.5: dan Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan UmumPembangunan Sistem e SWP LA » APBD Prov

jaringan perpipaan berupa Penataan « Swasta
1.3 e SWPI.B pada » APBD Kab. dan Perumahan dan PenataanPenyediaan Air Minum (SPAM) Umum dan PDAM«

Blok I.B.1 dan Seram Bagian Rakyat Ruangbangunan penampung air BhkI.B.2. Barat Ruang
« Swasta

SWP LA pada » APBN

Blok I.B.2. » Swasta
» APBN

» Swasta
» APBN

» Swasta
3 Proogram Penge aan dan Pengemban S stem Ps aan Atr Minum Unit DFIstribus

« APBN

» Swasta
» APBN

» Swasta
4 Prog am Penge aan dan Peng em

bangan
1 Sistem Peny edian Air M num pada Unit Pelayanan

Operasi dan pemeliharaan Pekerjaan
Blok LA.1, Blok APBD Prov
LA.3, dan Blok Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

2 14 LA.5, dan APBD Kab.« dan Perumahan dan Penataan
Sistem Penyediaan AirMinum PDAM

e SWPI.B pada Seram Bagian Rakyat Ruang(SPAM) berupa bangunan Penataan Swasta
Umum dan «

»
penampung ar RuangBlokLB.1dan Barat

Pembangunan Sistem Pekerjaan
APBD Prov

2.1.5 « APBD Kab. dan dan Penataanberupa Penataan « Swasta
Penyediaan Air Minum (SPAM) SWP LA dan SWP Umum dan PDAMMaluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umym

«
LB

jaringan transmii air minum Ruang
Seram Bagian Rakyat Ruang
Barat

APBD ProvOperasi dan Maluku Peke jaan Umum » PDAMdan PenataanUmum dan Pekerjaan Umum
2.1.6 Sistem Pnyediaa

tranamisi airminum Rakyat RuangRuang
Seram Ragian(SPAM) berupa

Minum SWP LA dan SWP
LB « APBD Kab. da Penataan Swastt

Barat

Pembangunan Sistem Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Pekerjaan Umum
@# APBD Prov

3.l.l seluruh SWP e APBD Kab. dan PerumahanPenyediaan AirMinum (SPAM) Umum dan danPenataan e PDAM
jaringan perpipaan berupa SwastaSeram Bagian Rakyat

Penataan Ruang
jaringan distribusi pembagi Barat Ruang

aa Umum dan dan Penataan . PDAM
Maluku Pekerjaan Umum Umum@ APBD Prov

Pekerjaan Pekerjaa
3.1.2 seluruh SWP « APBD Kab. dan PerumahanMinum

SPAM berupa Penataan Ruang » Swasta
Gistribusi pembagi Barat Ruang

Seram Bagian Rakyat

Operasi dan peme haraan « APBN Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
LA.S Umum dan Swasta

41. Sistem Pe yediaan Air Minum « dan Perumahan dan PenataanSWP LA pada Blok Pekerjaan « PDAMAPBD Prov
SPAM) berupa hidran umum Maluku Ruan »



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

» APBD Kab. Penataan
Seram Bagian Ruang
Barat

» Swasta

Blok 1.C.2.
» SWP LA pada

Blok I.C.2.
b. Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan

Program Penge olaan dan Pengembangan Sistem Ax pada Sumur Pompa

« APBN

« Swasta

PePerwujudan S stem Penge o aan A r mbah Domestik Trpusat.
Program Penge o aan dan Pengembangan S stem A r ambah

« APBN

» Swasta

Sumber Daerah Pe TP-4 TP-5Lembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Perencanaan-2Kementerian/ TP_ TP_

Ro Program Utama Lotnsi Daerah 6Pend Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040-Menyclenggara 1 2 3 4 (203
Provinsi yang » vw » n » » O-kan Urusan

membidangi Oa sx 4
Pemerintahan di mpmbidangi 8 8

83
203Lainnya 2039) 2043)yang

e SWP LA pada
Blok LA.1, dan
Biok I.A.2: e APBN

Penyediaan Air Minum (SPAM) Blok I.B.1, Blok Umum dan PDAMMaluku Pekerjaan Umum Pekerjaan UmumPembangunan Sistem » SWPI.B pada
» APBD Prov

Pekerjaan
4.1.2 APBD dan Perumahn dan Penataan

hidran kebkarn I.B.3, dan Ruang
Seram Bagian Rakyat Ruangjaringan perpipaan berupa LB.2, dan Biok Penataan SwastaKab

e SWPI.C pada
Barat
SwastaBlok I.C.1 dan

Blok I.A.1, dan
Blok L.A.2: « APBN

Operasi dan pemeliharaan » SWPL.B pada Pekerjaan
e APBD Prov

4.1.3 e APBD Kab. dan Perumahan dan PenataanSistem Penyediaan Air Minum Blok L.B.1, Blok Umum dan PDAMMaluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum «
(SPAM) berupa hidran LB.2, dan Blok Penataan Swasta
keb LB.3: dan Seram Bagian Rakya Ruang

e SWPI.C pada
Barat Ruang

Blok I.€C.1 dan
e Swasta

APBD Prov
Maluku Pekerjan Umum Umum dan Pekerjaan UmumOptimalisasi Sistem Penyediaan Pekerjaan

1.1.1 @# dan Penataan Swasta
Air Minum (SPAM) bukan SWP IA pada Blok APBD Kab Gan Perumahanjaringan perpipaan berupa IAA dan Blok LA.5 Penataan

Baratsumur pompa Ruang
Seram Bagian Rakyat Ruang

APBD Provpemelharaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah SWP LA dan SWP Umum danMaluku Pekerjaan Umum Pekerjaan pekerjaan Umum

1.1 1 SwastDomestik (SPALD) berupa pipa LB PenataanSeram Bagian Rakyat Ruangretikulani Barat Ruang

Operasi dan pemeliharaan APBN Pekerjaan Umum Pekerjaan
1.12 « APBD Prov. dan Perumahan dan Penataan SwastSistem Pengelolaan Air Limbah SWPL.Adan SWP Umum dan« Pekerjaan Umum

Domestik (SPALD) berupa pipa LB Penataan
induk Maluku Rakyat Ruang



» APBD Kab
Seram Bagian
Barat
Swasta

« APBN

kebijakan, strategi dan teknis MalukuKawasan Umum danPekerjaan Umum Pekerjaan
Penyusunan rencana, » APBD Prov

Pekerjaan Umum

tertentu/permukiman dalam Seram Bagian Rakyat Ruang
Perkotaan Piru Penataan1.1.3 IPAL skal kwasn « APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan Swast

RuangGaerah kabupaten Barat

kabupaten Swasta

» Swasta
» APBN

0 Kasahatan

2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun imbah B3

Koord nas dan sinkron sas
sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun APBD Kab
B3) dengan pemerintah Seram Bagian
provinsi dalam rangka Barat
pengangkutan, pemanfaatan, Swasta
pengolahan, dan/atau

mbunan

Perwujudan Penge o an Perrsamp:han

SWP LA pada Blok
LA.1

1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Reg ona

Pekerjaan Umum

2 Program Pengelolaan Persampahan

Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan UmumOptimalisasi Sistem Pengelolaan « SWP LA pada Pekerjaan
« APBD Prov

1.1.4 » APBD Kab dan Perumahan dan PenataanAir Limbah Domestik (SPALD Blok LA.1: dan Umum dan
yaitu IPAL skala kawasan SWP1.B pada Blok
tertentu/permijiiman LB.3. Barat Ruang RuangSeram Bagian Rakyat

. Swasta
b dan Sistem Pengelolaan Lmbah BahanBerbahy dan Beracun

Program Pen da an Bahan Berbahava dan Beracun B3 dan mbah Bahan Berbahva dan Beracun mbah B3

prasarana penyimpana SWP LA pada Blok Seram Bagian
e Lingkunga

Peme haraan sran dan » APBD Kab
1. 1.1 sementara limbah B3 di LA.I Barat Hidup

2.1.1 SwaataHidup
@ Kesehatan

LI.I Seram Bagian Ruangkebijakan, strategi dan teknis Kawasan APBD Kab. dan PenataanPenyusunan rencana,

sistem pengelolaan Perkotaan Piru
persampahan

Barat e Lingkungan
Hidup

masyarakat dalam Kawasan APBD Kab dan PenataanPembinaan dan pemberdayaan Pekerjaan Umum

1.1.2 Seram Bagian Ruangpengembangan sistem
pengelolaan persampahan

Barat » Lingkungan
Perkotaan Piru

Hidu



Palukaana Waktu Pelaksanaan

21 lolaan
Pekerjaan Umum

Hidup
Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Re Reduce, Recycle (TPS3R)
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Blok 1.C.2. Hidup

"etajan Umum

e SWP LA pada »# APBD Kab « Pekerjaan Umum

Hidup

Kementerian/ TP- TP.
Sumber Daerah Pemangku TP4 TP-SLembaga yang Perangkat 1 Tahap Perencanaan-2 3Perangkat

Program Utama Menyclenggara 1 3 Ss 5No Lokasi (203
kan Urusan Provinsi yang O-

Pendanaan
yang Lainnya » LS) un wN)

Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035_ (2040
Pemerintahan di membidangi O 8 203 2039) 2043)

Bidan $ aa "3 03 A4mombidangi

Peningkatan peran serta APBD Kab. dan PenataanKawasan2.1.1 masyarakat dalam pengelolaan Seram Bagian Ruang
persampahan Barat . Lingkungan

Perkotaan Piru

di
SWP LA pada

APBD Kab. dan PenataanBlok I.A.1 dan Pekerjaan Umum

LL Pembangunan TPS-3R Seram Bagian Ruang
Blok I.A.3: dan

es SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan Barat ingkungan

Penyediaan sarana pendukung Blok I.A.3, dan APBD Kab. dan PenataanBlok L.A.1 dan

TPS-3R e SWPI.C pada
1, Seram Bagian Ruang

BaratBlok I.C.1 dan Lingkungan
Blok 1.C.2. Hidup

2 Proxram Pen o aan Persam

Blok LA.1 danPenanganan sampah melalui e Pekerjaan Umum. SWPIA pada
pengoperasian dan APBD Kab dan Penataan

2.1.1 pemel haraan sarana dan Seram Bagian Ruang
Blok I.A.3: dan

» SWP I.C padaprasarana penanganan sampah Barat e Lingkungan
Blok I.C.2, Hidup
Blok I.C.1 danyaitu TPS3R

e# SWP A pada
Pengurangan sampah dengan Blok LA.1 dan Pekerjaan Umum

APBD Kab dan Penataan
2.1.2 Seram Bagian Ruang

malaktikan pembatasan, Blok L.A.3, dan
pendauran ulang dan o SWPIL.C pada Baratpemanftan kembali Blok .C.1 dan

Blok I.C.2. Hidup
c Perwujudan Temoat Penam Sementara

Pengembangan S stem dan Penge o an Persampahan Res ona

1.1.1 Pembangunan TPS Ruang Swasta
Blok I.A.5, dan Seram Bagian

dan Penataan

SWP I.C pada Barat
Blok I.C.2. « Swasta Lingkungan

Hidu
e SWP LA pada « APBD Kab. Pekerjaan Umum

1.1.2 Rehabilitasi TPS Ruang SwastaBlok I.A4: dan Seram Bagian
dan Penataan

» SWPI.B pada Barat
Blok I.B.1. » Swasta Lingkungan



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

Perangkat Tahap Perencanaan-2Kementerian/ TP- TP-

Ne Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 s 5 (203
Sumber Daerah PemangkuLembaga yang Perangkat 1 TP-4 TP-S3

Pendanaan Kabupatca/ Kota Kepentingan (2035-kan Urusan Provinsi yang A » » (2040
Pemerintahan di membidangi 203yang Lainnya 2039) 2043)

membidangi »N
Bidan 6 4

ce SWPIA pada

Blok 1.C.2.
ogm Pengeo aan Persampaihan

SWP LA pada

Blok I.C.2.
e SWP LA pada

B1ok .C.2.

Peru aringan Dra nase Perkataan

Pengelolaan dan PengembanganD4Sistem Drainase

Barat
Perwujudan Jaringan Drainase Primer

Penge aan dan Pen S stem Dra nase

» APBN

Barat

Blok TA 4 da kesegean U nur

SyP B pa kuangPenyediaan sarana pendukung
ena

m Bagian
Blok enA.aarteAPBD kab

Dt

SwastaBlok LB.1: dan e Lingkungan
SWPIL.C nada Hidup

Penanganan sampah melalwi BihkLA.4 dan Pekerjaan Umum« APBD Kab
pengoperasian dan Gan Penataan

21.1 pemel haraan sarana dan « SWP LB pad R SwastaBarat Ruang
Seram Bagian

prasarana penanganan sampah Blok I.B.1: dan e
0 Swasta Lingkungan

yaitu TPS e SWPI.C pada Hidup

Pengurangan sampah dengan
Blok LA4 dan
Blok L.A.5: APBD Kab

2.1.2 « SWPL.B pada Seram Bagian Lingkunga Hidup
melakukan pembatasan

Blok I.B.1, dan Baratpendauran ulang dan
pemanfaatan kembali » SWPIL.C pada

« APBN

1 .1,. dan PenataanPenataandan PerumahanPerkotaan Piru e APBD Kab
Pkerjaan UmumUmum danKawasan Maluku

Seram Bagian RuangRakyat Ruang
dan

APBD Prov
Pekerjaan Umum Pekerjaan

kebijakan, strategi, dan
sistem drainase perko

bangunan sistem drainase Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum« APBD Prov Pekerjaan
Maluku Umum dan

# APBD Kab. Penataan
1. perkotaan berupa jaringa Seluruh SWP dan Perumahan dan Penataan

drainase primer Rakyat RuangSeram Bagian Ruang

» APBN

Penyediaan sran pendukung Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum« APBD Prov Pekerjaan
1.1.2 sistem drainase perkotaan seluruh SWP dan Perumahan dan PenataanMaluku Umum dan

« APBD Kab Penataan
berupa jaringa drainase primer Rakyat RuangSeram Bagian Ruang

Barat



Pekerjaan
1.13 dan

Pekerjaan

Penge o aan dan Pengembangan S stem Dra nase

« APBN

Pembangunan sistem drainase @ APBD Prov
Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan

Umum dan Pekerjaan Umum
l.I.1 perkotaan berupa jariga seluruh SWP dan Perumahan dan Penataan

Rakyatdrainase sekunder « APBD Kab Penataan
Seram Bagian Ruang Ruang
Barat

« APBN

Barat
» APBN

1.1.2 sistem drainase perkotaan Maluku Pekerjaan Umum Umum dan Pekerjaan UmumPenyediaan sran pendkung « APBD Prov Pekerjaan

berupa jaringa drainase seluruh SWP APBD Kab dan Perumahan Penataan dan Penataan
sekunder Seram Bagian Rakyat Ruang Ruang

Operasi dan perneliharaan » APBD Prov
1.1.3 Sistem drainase perkotaan seluruh SWP Maluku Umum danPekerjaan Umum Pekerjaan Pekerjaan Umum

Rakyat Ruangberupa jaringan drainase e APBD Kab dan Perumahan Penataan dan Penataan
sekunder Seram Ruang

Barat

Pembangunan sistem drainase

Perwuiudan Jaringan Drainase Teralerd
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

APBD Kab. Pekerjaan UmumLi. perkotaan berupa jaringan seluruh SWP Seram Bagian
drainase teraier Barat Ruang
Penyediaan sarana pendukung APBD Kab. Pekerjaan Umum

1.1.2 sistem drainase perkotaan seluruh SWP Seram Bagian dan Penataan
berupa drainase tersier Barat Ruan
Operasi dan pemeliharaan APBD Kab. Pekerjaan Umum

1.1.3 sistem Grainase
an

kotaan
berader

seluruh SWP Seram Bagian

dan Penataan

dan Penataan
beru MAA Barat Ruan

udan aringa Drainase Lokal
o aan dan Pengembangan S stem Dra nase

1.ti perkotaan berupa jaringa selruh SWP BagianPembangunan aiatem drainase » APBD Kab
Pekerjaan Umum

Barat dan Penataan Swasta
drainase lokal « Swasta Ruang

Penyediaan sran pendkung
» APBD Kab

sistem drainase perkotaan
berupa jaringan drainase lokal

seluruh SWP Seram Bapan
Pekerjaan Umum

1.1.2 Barat dan Penataan Swasta
» Swasta Ruang



Pelaksana Waktu Pc!

Rencana Jaringan Prasarana
| Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana

Barat

0 ruas Desa
Morekau - Sp.
Translok melintas
di SWP LA:

» Jalan Hatumuli
melintas di SWP
1.B,

e Jalan Hatutelu
malintar di SWP
LB:

# Jalan Kabaresi
melintas di SWP

e Jalan Lorong
Pisangmelintas
di SWPI.B

e Jalan Nusa
Samarmelintas
di SWP L.B:

« Jalan Pendidikan
melintas di SWP
I.B:

e Jalan Pohon Pule
melintas di SWP
LB:

Daan
Kementerian/ TP- TP-

Perangkat Tahap Perencanaan-2
Sumber Daerah Pemangku TP-4 TP-SLembaga yang Perangkat 1 3

Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035. (2040-
No Program Utama Lokasi Daerah 1 3 4 6 (203Menyelonggara

yang Lainnya 2039) 2043)kan Urusan Provinsi yang N»
membidangi N 203

membidangi & »» NPemerintahan di 83
Bidan as a

Operasi dan pemeliharaan Pekerjaan Umift PBD Kab

11 stem drainase lokal beruna seluruh SWP dan Penataan Swastaam

jaringa: d cinase grme Ruargara"
Masa

Pro Penanggu angan Bencana

« APBD Prov

1.1.1 »# APBD Kab. Penanggulanga PenangulanganPenyusunan kajian rsiko Kawasan Maluku Badan Badann

bencana kabupaten Perkotaan Piru Seram Bagian mBencana Bencana

Sosialisasi, komunikasi,
« APBD Prov

1.12 e einformasi dan edukasi (KIE Kawasan Maluku Badan Badan
APBD Kab.rawan bencana kabupaten (per Perkotaan Piru Pena

jenis ancaman bencann)
Seram Bagian nBencana Benrana
Barat

I.B: Badan

Penyediaan jalur evakuasi Jalan Kapuk
« APBN

melintas di SWP Pekerjaan UmumAPBD Prov Perangralangangan Bencana
1.1.3 Pekerjaan

bencana yang terintegrasi
dengan tempat evakuasi Jalan Laboyane

« APBD Kab Pekerjaan UmumLB: Maluku dan Perumahan

bencana Seram Bagian dan PenataanRakyat Umum dan

LB, RuangBarat Ruangmelintas di SWP Penataan



Palakaana Wati Palekaonaan

e Jalan Telkom
melintas di SWP
LB:

e Jalan TPU Lama
melintas di SWP
LB:

« Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWPI.B:

€ ruas Piru-Loki
melintas di SWP
LC.

e ruas Piru - Sp.3
Kotania melintas
di SWP 1.B dan
SWP I.C,

s ruas Sp. 3

Kotania-Sp. Pelita
Jaya melintas di
SWPI.C:
ruas Sp.3 Kotania
- Waisala
melintas di SWP
LC,
ruas Sp. Eti -
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB:

« ruas Sp. Jalan
Trans Piru -

Niniari melintas
di SWP LA dan
SWPI.B:
ruas Sp. Mata
Empat - Desa Eti
melintan di SWP
LA:
ruas Sp. Mata
Empat - Tugu
Pemekaran Piru
melintas di SWP
LA,

e ruas Sp. Pelita
Jaya - Dusun
Loun melintas di
SWPI.C,

e ruas Sp. Translok
- Desa Lumoly
melintas di SWP
LA:

Perangkat Tahap Perencanaan-2Kementerian/ TP- TP-

No Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 1 3 4 5 6 (203
Sumber Lembaga yang Perangkat 1Daerah Pemangku TP-4 TP-83

kan Urusan Provinsi yang » w IS) o
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040

yang LainnyaPemerintahan di membidangi 8 8 203 2039) 2043)
membidangi 8



No Program Utama Lokasi 1 2 3 4 (203
Bumber TP-5

Pendanaan

Palakaana Walrim Pelakaanaan
Kementerian/ TP. TP-
Lembaga yang 1

Menyelenggara
kan Urusan NW » 2043)Pemerintahan di 8! 8 8 203
Bidang

Perangkat
Dacrah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Dacrah

Kabupatcn/ Kota
yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perencanaan-2

S 9c0oz

m a TP-4
(2035-
2039)

e ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
IL.B:

e ruas Sp. Waipirit
- Sp. Eti melintas
di SWP LA:

@ ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas
di SWP LA,

0 ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA,

@ ruas Tugu Piru -
Kantor Bupati
melintas di SWP
LA,

e ruas Waimeteng
Darat - Dusun
Kelang melintas
di SWP LB, dan

@ jalur evakuasi
bencana melintas
di seluruh SWP,

1.14 Pemberian rambu-rambu
petunjuk jalur evakuasi

0 ruas Desa
Morekau - Sp.
Translok melintas
di SWP LA,

e Jalan Hatumuli
melintas di SWP
I.B,

» Jalan Hatutelu
melintas di SWP
I.B,

e Jalan Kabaresi
melintas di SWP
LB:

e Jalan Kapuk
melintas di SWP
I.B,
Jalan Laboyane
melintas di SWP
LB,
Jalan Lorong
Pisang melintas
di SWPI.B

e APBN
# APBD Prov.
Maluku
APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

« Badan
Penanggulan
gan Bencana

e Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

» Badan
Penanggulangan
Bencana

e Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

3

(2040-

3



Pplatuarna Walt Palakmsnaan

e Jalan Nusa
Samar melintas
di SWPL.B,

« Jalan Pendidikan
melintas di SWP
LB:

e Jalan Pohon Pule
melintas di SWP
LB:

e Jalan Telkom
melintas di SWP
LB:

e Jalan TPU Lara
melintas di SWP
LB:

e Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP I.B,
ruas Piru-Loki
melintas di SWP
LC.

e ruas Piru - Sp. 3
Kotania melintas
di SWP I.B dan
SWPI.C,
ruas Sp. 3

Kotania-Sp. Pelita
Jaya melintas di
SWP I.C:

e ruas Sp.3 Kotania
- Waisala
melintas di SWP
LC:
te.3 g.80
SWP I.A dan SWP
I.B:

Niniari melintas
di SWP LA dan
SWP I.B:

0 ruas Sp. Mata
Empat - Desa Eti
melintas di SWP
LA:

@ ruas Sp. Mata
Empat - Tugu
Pemekaran Piru
melintas di SWP
LA:

Kementerian/ TP- TP-

No Program Utama Tokasi Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 5 6 (203Sumber Dacrah PemangkuLembaga yang Perangkat 1Perangkat Tahap Porencanaan-2
TP-4 TP-S3

kan Urusan Provinsi yang » |") IS IS) Kw Iv)
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035. (2040-

Pemerintahan di membidangi yang 8 83 8 9 8 203Lainnya 2039) 2043)
membidangi a ba!

Piru melintas di

ruas Sp. Jalan
Trans Piru



ruas Sp. Pel ta
Jaya - Dusun
Lounmelintas di
SWPI.C:
ruas Sp. Translok
Desa Lumoly

melintas di SWP
LA:
ruas Sp. Tug
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
LB:

e ruas Sp. Waipirit
- Sp. Etimelintas
di SWP LA,

Kelangmelintas
di SWP I.B: dan

@ jalur evakuasi

Penyediaan dan pemeliharaan « APBD Kab
titik kumpul Seram Bagian

» Gereja Imanuel
Mata Empat
terdapat di SWP

Greja Finhim Badan
Li. Penanggulanga

n Bencana

Badan
Penanggulangan

Penrana
Swasta

ruas Tugu Oma
Opa Desa
Morekau melintas
di SWP LA,
ruas Tugu Oma
Opa Sp.
Waemeteng
Pantaimelintas di
SWP LA:
ruas Tugu Piru
Kantor Bupati
melintas di SWP
LA:
ruasWaimeteng
Darat - Dusun

bencana melintan
di selruh SWP.

b Evakuasi
Penanganan Bencana

« Bala Desa P ru
terdapat di SWP
LB pada Blok « APBD ProvLB.2: Maluku
Piru terdapat di
SWP I.B pada BaratBlok I.B.1: » Swasta



Xo Program Utama Lakasi (203
Sumber TP-8

Pendanaan (2040-

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian/ TP- TP-
Lembaga yang 1

Menyelengsara
kan Urusan pp w» o

Pemerintahan di 203
Bidang p Oo

Perangkat
Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang 2043)

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perenc -2

S20tw 8

jw

:S 8t0t

am

TP-4
(2035.
2039)

LA pada Blok
LA.4:
Gereja Ramat
Lechi Jemaat
Lajuen terdapat
di SWP LA pada
Blok LA.4:
Koramil 1507-
07/Piru terdapat
di SWP LB pada
Blok I.B.1:
Lapangan
Olahraga Desa
Piru terdapat di
SWP I.B pada
Blok LB.1:
Lapangan
Olahraga Dusun
Loun terdapat di
SWP I.C pada
Blok I.C.2:
Pasar Rakyat Piru
terdapat di SWP
LB pada Blok
LB.1:
Pendopo Bupati
Seram Bagian
Barat terdapat di
SWP LA pada
Blok I.A.2:
Puskesmas
Pembantu
Morekau terdapat
di SWP LA pada
Blok I.A.5:
RSUD Piru
terdapat di SWP
LA pada Blok
LA.I:
SDN Eti terdapat
di SWP LA pada
Blok I.A.3:
SMAN 1 Piru
terdapat di SWP
LB pada Blok
LB.3,
SMKN 4 Piru
terdapat di SWP
LA pada Blok
1A.1: dan

3

v



« SMKS Tunas
Timur Piru
terdapat di SWP
LC pada Blok
LC.1.

Penyediaan dan pemeliharaan
tempat evakuasi sementara Perhubungan

« Gedung
Nunusaku Center
terdapat di SWP

# Kantor Dinas

LA pada Blok

Seram Bagian n Bencana Benrana

Penyediaan dan pemeliharaan
tempat evakuasi akhir

« Penanggulangan

Seram Barat
terdapat di SWP
LB pada Blok
I.B.2, dan
SMPN 1 Piru
terdapat di SWP
I.B pada Blok
LB.1.

Lapangan Maluku Badan
Olahraga Dusun Penanggulanga
Hatumuli n Rencana Bemcana

Badan

LI. Pembangunan prasarana jalan « APBD Kab
untuk jalur sepeda Seram Bagian

e Jalan Hatutelu
melintas di SWP
LB,

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

« APBN e Perhubungan
@ Pekerjaan Umum
Gan Penataan

I.C pada Blok
LC.2: dan e APBD Prov

Maluku Badan Badan
1.12 APBD Kah. Penanggulang Penanggulangan

Kabupaten Seram Barat
gian Bart

terdapat di SWP

LA.
Kantor Bupati
Kabupaten Seram
Bagian Barat
terdapat di SWP
LA pada Blok
LA.2

e Kantor DPRD
Kabupaten Seram
Bagian Barat
terdapat di SWP
I.C pada Blok
1.C.2, » APBD Prov

1. APBD Kab
Seram Bagian

terdapat diSWP Barat
LB pada Blok
LB.2:

» SMK Kristen

c udan Jalur
Penyelenggaraan a u ntas dan Angkutan a an

Barat



No Program Utama Lakasi (203
Sumber TP-8

Pendonsan (2040-

w Pe
Kementerian/ TP- TP-
Lembaga yang 1 3
Menyelenggara
kan Urusan 0

Pemerintahan di 8 8 203
Bidang 6

Perangkat
Dacrah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perencanaan-2

pr
ot

St
08

iw

6T
O
L

ja

TP-4
(2035-
2039)» » 2043)

e Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP1.B:
ruas Sp. Eti-
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB:
ruas Sp. Jalan
Trans Piru -
Niniari melintas
di SWP LA,
ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
LB:

0 ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas

: 2 85 8
di SWP LA

Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA: dan

« jalur sepeda
melintas di SWP
LA.

Penyediaan perlengkapan jalan
untuk jalur sepeda

Jalan Hatutelu
rpelintas di SWP
1.B,

e Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP I.B:
ruas Sp. Eti-
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB:

» ruas Sp. Jalan
Trans Piru --

Niniari melintas
di SWP LA:
ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
IL.B,
ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas
di SWP LA,

« APBN
» APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

e Perhubungan
e Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.1.2



No Program Utama Lokasi Daerah & 5 6 (203
Sumber

Pendanaan Kepentingan

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian/ TP-
Lembaga yang Peran t 1 3
Menyelenggara
kan Urusan

Pemerintahan di mbidangi 8 8 8 8 203
Bidang da AD YA 03 0 4

Provinsi yang

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang Lainnya

membidangi pzor

12

sror

w
TP-4
(2035-
2039)

(2040-
TP-5

2043)

0 ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA: dan

e jalur sepeda
melintas di SWP
LA.

1.1.3
Rehabilitasi dan pemeliharaan
perlengkapan jalan untuk jalur
sepeda

Jalan Hatutelu
melintas di SWP
LB:

e Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP I.B:
ruas Sp. Eti -
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB,

se ru8S Sp. Ca8
Niniari melintas
di SWP LA:

@ ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
I.B,

e ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas
di SWP LA,

e ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA, dan

e jalur sepeda
melintas di SWP
LA.

@ APBN
e APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

e# Perhubungan
« Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

c Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki

Pembangunan prasarana jalan » APBD Kab
untuk jaringan pejalan kaki Seram Bagian

Pen ngkatan Sran dan Ut tas Umum PSU

e a an Hatute u
melintas di SWP
LB:

e Jalan Kabaresi
melintas di SWP
LB: Ruang

e Jalan Kapuk
melintas di SWP
I.B:

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Tabap Perencanaan-2

1 3Pemangku

» »

Trans Piru

« APBN
Pekerjaan Umum

1.1.1 dan Penataan

Barat



No Program Utama Lokasi (203
Sumber TP-3

Pendanaan (2040.

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kemonterian/ TP- TP
Lembaga yang 1 3
Menyelonggara
kan Urusan N w

Pemerintahan di 203
Bidang « AD

Perangkat
Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang 2043)

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perencanaan-2

pzos

S 920t S szot 5

ja
TP-4
(2035.
2039)

e Jalan Pendidikan
melintas di SWP
LB:

e Jalan Pohon Pule
melintas di SWP
LB,

e Jalan TPU Lama
melintas di SWP
LB:

» Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP I.B:
ruas Sp. Eti -
Piru melintas di
SWP LA dan SWP
LB:
ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP I.A dan SWP
LB:
ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas
di SWP LA,
ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA: dan

e jaringan pejalan
kaki melintas di
SWP LA dan SWP
LB.

Penyediaan prasarana, sarana,
1.1.2 dan utilitas umum berupa

fasilitas jaringan pejalan kaki

e Jalan Hatutelu
melintas di SWP
LB,
Jalan Kabaresi
melintas di SWP
LB,

e Jalan Kapuk
melintas di SWP
LB,
Jalan Pendidikan
melintas di SWP
LB,
Jalan Pohon Pule
melintas di SWP
1.B:

» APBN
« APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang



No Program Utama Lakasai (203
Sumber TP-5

Pendanaan (2040.

Palakaana Waktu Pelaksanaan
Kementerian/ TP- TP
Lembaga yang 1 3
Menyclenggara
kan Urusan »n nI

Pemerintahan di 88 203
Bidang

Perangkat
Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Dacrah

Kabupaten/ Kota
yang 2043)

membidangi

Tahap Perencanaan-2
Pcemangi
Kepentingan
Lainnya

w

S

mx

8c0t

a

6tOt

ja
TP-4
(2035-
2039)

e Jalan TPU Lama
melintas di SWP
I.B:
Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP LB:
ruas Sp. Eti -
Piru melintas di
SWPI.A dan SWP
LB:

@ ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP

Morekau melintas
di SWP LA:
ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA, dan

e jaringan pejalan
kaki melintas di
SWP LA dan SWP
LB.

Rehabilitasi dan pemeliharaan
1.1.3 perlengkapan jalan untuk

jaringan pejalan kaki

e Jalan Hatutelu
melintas di SWP
LB:

e Jalan Kabaresi
melintas di SWP
LB:

e Jalan Kapuk
melintas di SWP
LB:

« Jalan Pendidikan
melintas di SWP
IL.B:

e Jalan Pohon Pule
melintas di SWP
LB,

e Jalan TPU Lama
melintas di SWP
I.B:

e Jalan Waimeteng
Pantai melintas di
SWP I.B:

0 ruas Sp. Eti -
Piru melintas di

« APBN
APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

1 2
0

IB,
s ruas Tugu Oma
Opa - Desa



Waktu Pelaksanaan
Kementerian /

Perangkat
TP-

Tahap Perencanaan-2 Tp.

1 2 3 4 5 6
No Program Utama Lakasi Sumber Lembaga yang Perangkat

kan Urusan Provinsi yang is) » » » w w O-
Pendanaan Menyelenggara Dacrah Daerah Pemangku

Kebupaten/ Kota Kepentingan (203
TP-4 TP-531

(2035_ (2040

8 2038 88s 8 8Pemerintahan di yang Lainnya 2039) 2043)
oa Nmembidangi

membidangi

SWP LA dan SWP
1.B,

e ruas Sp. Tugu
Piru - Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA dan SWP
I.B:

@ ruas Tugu Oma
Opa - Desa
Morekau melintas
di SWP LA,

e ruas Tugu Oma
Opa - Sp.
Waemeteng
Pantai melintas di
SWP LA, dan

e jaringan pejalan
kaki melintas di
SWP LA dan SWP
LB.

Perwujudan Pengaman Pantai
Program Pengelolaan Sumber Dara Air (SDA,

0 Perwujudan Tanggul Penahan Longsor

Operasi dan pemelihran APBD Kab. Pekerjaan UmumLi. bangunan perkuatan tebing SWPI.C Seram Bagian dan Penataan
(tanggul penahan longsor) Barat Ruan

1

BtPengelolaanSDA dan
ya

Str PANAS
Pembangunan seawall dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

« APBN
1.1.1 bangunan pengaman pantai SWPI.B APBD Kab

lainnya Barat Rakyat Ruang
Seram Bagian

dan Perumahan dan Penataan

Operasi dan pemeliharaan » APBN
1.1.2 breakwater/seawall dan SWP LA dan SWP e APBD Kab. Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

bangunan pengaman pantai LB Seram Bagian dan Perumahan dan Penataan
lainnva Barat Rakyat Ruang

1 am Pengelolaan Sumber Dava Air (SDAPro
Pengelolan SDA dan

PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
Perwujudan Zona LindungA
Perwujudan Zona Perlindungan Setempat
Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilavah Sungai Lintas Daerah Kabupaten1

'atau Kerusakan

Identifikasi, inventarisasi,
pengelolaan sempadan sungai

» SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok LA.3,
Blok I.A.4, dan
Blok LA.5,

e SWPI.B pada
Blok I.B.1, Blok

« APBN
»# APBD Kab.
Seram Ragian
Barat

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Pekerjaan Umum1.1.1
dan Penataan

Rakyat Ruang



Polatmana Waktu Pelaksanaan

LB.2, dan Blok
ILB.3, dan
SWPL.C pada
Blok I.C.1.

« SWPIA pada
Blok I.A.1, Blok

LB.3: dan
e SWPI.C pada
BlokJ.C.1.

Blok 1.C.2.

Blok 1.C.2.
Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (KEHATI)7.) Pengelolaan Terbuka Hijau

Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau
b.1 Perwujudan Sub-Zona Rimba Kota

Pengadaan aset tetap lainnya
(tanah) untuk RTH Rimba Kota

Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kabu aten
Pen Urusan

» SWPIA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok L.A.3,
dan Blok I.A.4,

e SWPL.B pada
Blok LB.1, Blok

APBD Kab.
Seram Bagian

Barat

s Lingkungan
Hidup

» Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Kementerian/ TP- Tp-Perangkat Tahap Peren 2Lembaga yang Perangkat 1 3No Program Utama Lnkasi Daerah 2 3Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040
Menyelenggara

Sumber
TP-4 TP-B1 4 s 6

Daerah Pemangku
(203kan Urusan Provinsi yang » w » » » O-Pemerintahan di membidangi 8 8 $ 8 8 203Lainnya 2039) 2043)yang

membidangi 3

LA.2, Blok LA.3,
@ APBNBlok I.A.4, dan

1.1.2 dan Perumahan dan Penataan
Penetapan sempadan sungai Maluku Umum dan

Blok I.A.5, # APBD Prov
Pekerjaan Umum Pekerjaan Pekerjaan UmumSWP I.B padaprioritas e PenataanBlok I.B.1, Blok Rakyat Ruang

APBD Kab
Seram Bagian RuangLB.2, dan Blok Barat

2 Program Pengaturan Pertanahan di Wilavah Pesisir, Laut, dan Pulau
naan dan Pemanftan Tanah di:
SWP LA pada
Blok L.A.3: « APBN

2.21 Blok I.B.I: dan dan Penataan
Identifikasi, inventarisasi, Maluku Kelautan dan Umum dan

SWP I.B pada
# APBD Prov. Pekerjaan Pekerjaan Umum

e SWPI.C pada Seram Bagian Ruan Ruang
pengelolaan sempadan pantai e APBD Kab Perikanan Penataan

Blok I.C.1 dan Barat
SWP I.A pada
Blok I.A.3: « APBN
SWP I.B pada

« APBD Prov. Pekerjaan ".

2.2.2 Penetapan sempadan pantai Blok I.B.1, dan dan Penataan
Maluku Kelautan dan £ Umumdan
APBD Kab. Perikanan Penataan» SWPI.C pada Seram Bagian Ruan RuangBlok I.C.1 dan Barat

Hi

setempat yang memiliki fungsi « APBD Prov Pekerjaan
Blok L.A.3: Kelautan dan e ingkungan

Penetapan zona perlindungan « APBNSWPI.A pada

3 1. Blok I.B.1: dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
RTH berupa Sub-Zona Umum dan

SWP I.B pada Maluku Perikanan Hidup
Perlindungan Setempat dengan « Penataan
persentase IHBI sebesar 0,68?6 Seram BagianBlok I.C.1 dan Rakyat RuanRuang

SWP I.C pada dan Perumahan dan Penataan
APBD Kab

dari wilayah perencanaan Blok 1.C.2 Barat

11.1



Palaksann Waktu Pelaksanaan

1.B.2, dan Blok
L.B.3, dan

e SWP I.C pada
Blok I.C.1.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Havrati (KEHATI)

e SWP LA pada
Blok LA.1, Blok

e SWPI.C pada
Blok I.C.1,

b.2 Perwujudan Sub-Zona Taman Kota
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

e Lingkungan

Ruan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Lingkungan

Ruangb.3 Perwujudan Sub-Zona Pemakaman

« SWPIA pada
Blok I.A.3, e LingkunganPengelolaan Ruang Terbuka « SWPI.B pada APBD Kab. HidupLL. Hijau berupa Taman Blok I.B.1: dan Seram Bagian e Pekerjaan UmumPemakaman « SWPI.C pada Barat dan PenataanBlok I.C.1 dan RuangBlok I.C.2.

2 Program Pengelolaan Kecamatan

s SWPIA pada
Blok I.A.3, e Lingkungan

se SWPI.B pada APBD Kab. Hidup

Blok LC.1 dan RuangBlok 1.C.2.

Sumber
Kota Kepentingan (2035- (2040

TP4 TP-8
(203

Pemangku
Lembaga yang Perangkat 1

Perangkat Tahap Perencanaan-2
Kementerian/ TP_ TP_

3No Program Utama Lokasi Daerah 1 2 3 4 5Pend Menyclonggara

yang nya 2039) 2043)Pemerintahan di membidangi 8 8
lan Urusan Provinsi yang » » » » » » 0

6

203mambidan 8

tiKabu ten »

LA.2, Blok L.A.3,
dan Blok I.A.4, Lingkungan

Pengelolaan Ruang Terbuka SWPI B pada
APBD Kab. Hidup21.1 Seram Bagian je Pekerjaan UmumHijau berupa Rimba Kota Blok I.B.1, Blok Barat dan Penataan

I.B.3, dan Ruang
I.B.2, dan Blok

APBD Kab. HidupLI.I Seram Bagian Pekerjaan Umum(tanah) untuk RTH Taman Kota LC.1 e
Pengadaan aset tetap lainnya SWP i.C pada Blok

Barat dan Penataan

Hijau berupa Taman Kota LC.1
2.1.2 e Pekerjaan Umum

Pengelolaan Ruang Terbuka SWPI.C pada Blok APBD Kab." Hidup
Seram Bagian

Barat dan Penataan

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI
4 ti Kabupaten pan

Kabu

21. Blok 1.B.1, dan Seram Bagian e Pekerjaan Umum
Pembangunan sran dan
prasarana taman dan makam SWP I.C pada Barat dan Penataan



Pplateana Waktu Pelaksanaan

e SWP LA pada
Blok L.A.3, 0 Lingkungan

Blok I.C.1 dan RuangBlok 1.C.2.
Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove

s SWPL.A pada «e APBD Prov.

Blok 1.B.3. Barat
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

e SWPIA pada
Pengembangan daya tarik Blok I.A.1 dan APBD Kab. e Lingkungan2.11 wisata zona ekosistem Blok L.A.3: dan Seram Bagian Hidup
mangrove « SWP I.B pada Barat e Pariwisata

Blok I.B.3.

d Perwujudan Zona Badan Air
1 Program Pengelolaan Sumber Dava Air (SDA)

5 Aan Ra n Pengama Kabapa
e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok

e SWP Lc pada
Blok I.C.1.

Perangkat Tahap Perencansan-2
Kementerian/ TP- TP-
Lombaga yang Perangkat TP-S1 3n Pro Utama Lakasi Menyelenggara Dacrah 1 3 4 6 (203

Sumber Dacrah Pemangku TP-4
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040» 2043)Pemerintahan di membidangi yang Smembi

kan Urusan Provinsi yang Lainnya S 203 2039)

2.1.2 BlokI.B.I: dan Seram Bagian » Pekerjaan Umum
Pemeliharaan sran dan SWPI.Bpada "- APBDKab. Hidup
prasarana taman dan makam SWP I.C pada Barat dan Penataan

1 Program Pengelolaan Hutan
Pelatsanaan Rehabilitasi ditipKayasanHutan

Ll. Blok I.A.3: dan » APBD Kab Lingkungan Hidup
Rehabilitasi mangrove di luar Kelautan dan

Blok I.A.1 dan Maluku

e SWP LB pada Seram Bagian
kawasan hutan Perikanan

Kabupaten

3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (KEHATI
« Pengelolan Ruang Terbuka Hijau «

mangrove yang memlik fungsi Hidup
e SWP LA pada

Penetapan zona ekosistem Lingkungan
RTH berupa Sub-Zona s Pariwisata

Blok I.A.1 dan APBD Kab
Ekosistem Mangrove dengan @# Pekerjaan Umum

3.1.1 Blok 1.4.3, dan Seram Bagian
Baratpersentase IHBI sebesar 0,04Y4

SWP I.B pada
Blok I.B.3 dan Penataan

dari wilayah rencanaan Ruan

An

APBNLA.2, Blok 1.A.3,
Blok 1.4.4, dan

1.1.1 Operasi dan peme Maluku
Blok I.A.5, Pekeriaan

« APBD Prov Umum Pekerjaan
Umum dan Pekerjaan Umum

dan PenataanSWP I.B pada dan Perumahansunga «

ILB.2, dan Blok Seram Bagian Ruang
Blok I.B.1, Blok Rakyat

APBD Kab Penataan
Ruang

LB.3, dan Barat

SWP I.A pada
« APBN

Blok I.A.1, Blok Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
e APBD Prov Pekerjaan

1.12 Normalisasi/ restorasi sungai LA.2, Blok 1.A.3, dan Perumahan dan Penataan
Maluku Umum dan

e APBD Kab Penataan
Seram Bagian Ruang

Blok LA.4, dan Rakyat RuangBlok L.A.S: Barat



Pglakeana Waktu Pelaksanaan

« SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2, dan Blok
L.B.3: dan

se SWPI.C pada
Blok I.C.1.

B PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA
a Perwujudan Zona Hutan Produksi
1 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

e SWP LA pada
Blok 1.4.2, Blok

Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

2 Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Peretapan Subjek dan bObjek Red stribusi Tanah serta Ganti Tanah

olaan Terbuka Hijnu ada

3 Proeram Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kementerian/ Tp. TP.
Lembaga yang Perangkat TP-S1 3

Perangkat Tahap Perencanaan-2
No Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 5 6 (203

Sumber Dacrah Pemangku TP4
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingankan Urusan Provinsi yang

2043)» » » »w » O- (2035- (2040
Pemerintahan di membidangi 8 8 8yang Lainnya

mbidangi 203 2039)
488

3.

Hutan

l.I.1 LA.5, dan APBNPengelolaan hutan produksi Lingkungan Hidup
IL.A.3 dan Blok

yang dapat dikonversi dan KehutananSWP I.C pada

» APBN
SWP LA pada
Blok 1.A.2, Blok

2.1.1 LA.S5: dan
Koordinasi Pengusulan TORA Maluku Ruang/ Badan Umum dan

LA.3 dan Blok Pekerjaan Umum
# APBD Prov. Agrari dan Tata Pekerjaan

dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota # APBD Kab. Pertanahan Penataan dan Penataan
SWP I.C pada Ruang
Blok 1.C.2. Barat
Blok I.C.1 dan Seram Bagian Nasional Ruang

Tindak lanjut pelepasan e SWPL.A pada « APBN e Lingkungan
kawasan hutan melalui skema Blok I.A.3 dan e APBD Prov. Pekerjaan

Hidup dan
Kehutanan Pekerjaan Umum2.1.2 Agrari dan Tata Penataan

penyelesaian penguasaan tanah Blok I.A.5, dan Maluku Umum dan
dalam penataan

Blok I.C.1 dan Seram Bagian Ruang Ruang
PenataanRuang/

SWP I.C pada s APBD Kab dan
Badankaya hutan dengan kriteria

kawasan HPK tidak produktif Blok 1.C.2. Barat Pertanahan
Nasional

Tindak lanjut pelepasan e Lingkungankawasan hutan melalui skema Hidup dan
« APBN

penyelesaian penguasaan tanah Kehutanan Pekerjaan Umum
« APBD Prov Pekerjaan

2 gka Agraria dan Tata
SWPI.Apada Blok Maluku Umum dan

dega Ruang/ Radan Ruang
LA.S » APBD Kab Penataan dan Penataankawasan Seram Bagian Ruang

Nasional
Garapan Pertnahn

dan tambak Bart
Tindak lanjut pelepasan e Lingkungankawasan hutan melalui skema Hidup dan

« APBN
penyelesaian penguasaan tanah Pekerjaan Umum

« APBD Prov Pekerjaan
SWPI.Apada Blok Maluku Umum dandandan2.14 dalam rangka penataan LA.2 dan Blok I.A.5 « APBD Kab Penataan dan Penataan

Permukiman, fasilitas sosial PertnahnSeram Bagian Ruang
kawasan hutan dengan kriteria Ruang/ Rad Ruang
dan fasilitas umum Nasional

Barat



bi Pafakaana Waktu Pelaksanaan

Penetapan zona hutan produksi e SWP LA pada

perencanaan Blok I.C.2.
b Perwujudan Zona Pertanian
b.1 Perwujudan Sub-Zona Hortikultura

Blok1.C.2.
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk Hortikultura

e SWPL.A pada

Blok 1.C.2.

Ka.« SWP LA pada
Blok L.A.1 dan APBD Prov.

Pembangunan, rehabilitasi dan Blok I.A.3, Maluku
2.2.1 pemeliharaan prasarana » SWPL.B pada « APBD Kab. Pertanian Pertanian

pertanian lainnya Blok !.B.3: dan Seram Bagian
es SWPI.C pada Barat
Blok I.C.2.

b.2 Perwujudan Sub-Zona Perkebunan

Kementerian/ TPPerangkat Tahap Perencanaan-2
No Program Utama Lokasi Menyelenggara Dacrah 1 2 3 4 (203

Sumber Lembaga yang Perangkat 1Ducrah Pemangku TP4 TP-53

kan Urusan Provinsi yang » » O-
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040-

Pemerintahan di membidangi
$ 8 8 5 8 203yang Lainnya 2039) 2043)

a 041membidangi

yang memiliki fungsi RTH Blok I.A.2, Blok e Pekerjaan Umum» APBN
3.L.l Produksi yang dapat Dikonversi LA.S, dan Ruang

« APBD Kab Lingkungan Hidup
berupa Sub-Zona Hutan LA.3 dan Blok dan Penataan

Barat
e SWPI.C pada » ingkungandengan persentase IHBI sebesar Seram dan Kehutanan

1,66? dari wilayah Blok !.C.1 dan Hidup

1 Program Penvediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Hortikultura
dan yan PakenTernak yang Sum

SWP I.A pada

hortikultura yang sumbernya
Blok I.A.3, MalukuPengadaan benih bibit tanaman Blok L.A.1 dan » APBD Prov

1.Li
lain Blok I.B.3: dan Seram Bagian
dari daerah kabupaten/kota

SWPIB pada e APBD Kab. Pertanin Pertania
e SWPI.C Barat

Na

Penyusunan masterplan
Blok I.A.1 dan « APBD Prov

21.1 »pengembangan prasarana
Blok I.A.3: Maluku
SWPI.B » APBD Kab. Pertanin Pertanin
Blok I.B.3: dan Seram Bagian

sarana kawasan dan komoditas

» SWPI.C pada Barat
hortikultura

3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (KEHATI

SWP LA pada
Penetapan zona pertanian yang Blok I.A.1 dan e APBD Prov. e Pertanian

e Lingkunganmemiliki fungsi RTH berupa Blok 1.4.3, Maluku
Hidup3.L1 Sub-Zona Hortikultura dengan » SWPL.B pada » APBD Kab.

e Pekerjaan Umum
dari wilayah perencanaan » SWPI.C pada Barat
persentase IHBI sebesar 0,7996 Blok1.B.3,dan Seram

dan Penataan
RuangBlok 1.C.2.

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk Perkebunan
Se . Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbe

1. 1.1 Pengadaan benih/ bibit tanaman e SWP LA pada » APBD Prov
Pertanian PertaniaTkebunan yang sumbernya Blok L.A.1. Blok Maluku



Petatuana Waktn Pelarrangan

dari daerah kabupaten/kota LA.2, Blok LA.3, e APBD Kab.
lain Blok I.A.4, dan Seram Bagian

Blok LA.5: Barat
« SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2, dan Blok
LB.3, dan

« SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

2.1.1 @# APBD Kab Pertanin

Penyusunan Masterplan
Pengembangan Prasarana,
Sarana, Kawasan dan
Komoditas Perkebunan

0 SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok LA.3,
Blok L.A.4, dan
Blok LA.5,

» SWPI.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2, dan Blok
LB.3, dan

e SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.2, Blok I.A.3,

2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk Perkebunan

Pertanian

1.B.3: dan

LB.3: dan
« SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (KEHATI)

0 SWPL.A pada

Sumber Daerah Pemangku
Lembaga yang Perangkat 1

Perangkat Tahap Perencanaan-2
Kementerian/ Tp. TP-

3No Program Utama Laksai Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 5 6 (203
TP4 TP-SPendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035-kan Urusan Provinsi yang » » » » » O- (2040-

Pemerintahan di membidangi 8 5 8 8 8 203yang Lainnya 2039) 2043)
membidangi 0 4a

« APBD Prov
Maluku

Seram Bagian
Barat

« APBD Prov.
Blok I.A.4, dan

Pembangunan, Rehabilitasi dan MalukuBlok I.A.5:

Blok L.B.1, Blok
221 Pemeliharaan Prasarana e

SWP LB pada APBD Kab. Pertanian PertaniaPertanian Lainnya Seram BagianI.B.2, dan Blok Barat

Blok I.A.1, Blok
Penetapan zona pertanian yang LA.2, Blok LA.3, e Pertanian
memiliki fungsi RTH berupa Blok LA.4, dan Lingkungan

3.1.1 Sub-Zona Perkebunan dengan Blok LA.5, .-

APBD Kab. Seram Hidup
persentase IHBI sebesar 1,0096 e SWPI.B pada Bagian Barat » Pekerjaan Umum
dari wilayah perencanaan Blok I.B.1, Blok dan Penataan

RuanLB.2, dan Blok



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

e SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok .C.2.

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok

Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

Perwujudan Zona Perikanan

Pelelangan Ikan (TPI

Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Perwujudan Zona Pariwisata

piru Barat

Perangkat Tahap Perencanaan-2
Kementerian/ TP- TP.

No Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 5 6 (203
Sumber Daerah Pemangku

Lembaga yang Perangkat 1
TP-4 TP-33

Pendanaan Kabupaten/ Kota (2035_ (2040Kepentingankan Urusan Provinsi yang »w » » » » vwPemerintohen di membidangi
$ 8 8 8 8 203yang Lainnya 2039) 2043)

membidangi a 4

Penyediaan RTH dengan fungsi LA.2, Blok LA.3
e Pertania

Blok LA.S, e Lingkungan
Rimba Kota pada Zona

Blok |.A,4, dan
Pertanian Sub-Zona

3.1.2 Perkebunan
selu/ -50 HidupSWP I.B pada APBD Kab. Seram

hektare atau persentase IHBI Blok I.B.1, Blok BagianBarat » Pekerjaan Umum
IL.B.2, dan Blok dan Penataansebesar 3,6790 dari wilayah LB.3, dan Ruangperencanaan e SWPI.C pada

1 Program Pengelolaan Perikanan Tangka
t.

t

LL. e
Penyediaan prasa Uu SWP I.B pada Blok Kelautan dan Kelautan dan

« APBN
APBD Provperikanan tangkap LB.1 Perikanan PerikananMaluku

Pengela n dar -...
Penetapan prosedur « APBN

1.2.1 «pengelolaan dan SWP I.B pada Blok Kelautan dan Kelautan dan
penyelenggaraan Tempat LB.1 APBD Prov

Maluku Perikanan Perikann

1.2.2 Pelayanan penyelenggaraan SWP I.B pada Blok Kelautan dan Kelautan dan
» APBN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) LB.1 APBD Prov
Maluku Perikanan Perikanan

1 Program Penataan Bangunan dan Linegkungannva pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten MA

SWP I.B pada |« APBN
Energi dan Pekerjaan Umum

Sumber Daya dan Penataan PT PLN
Penataan bangunan dan Blok I.B.1: dan » APBD Kab
lingkungan « SWP I.C pada Seram Bagian

Blok I.C.1 Barat Mineral Ruang

1.1.2 dan peningkatan pelayanan Blok I.B.1: dan @ APBD Kab. Energi dan Pekerjaan Umum
Pengembangan, pemeliharaan, SWPI.B pada » APBN

PT PLN
listrik Blok 1.C.1 Barat Mineral Ruan
gardu induk dan pembangkitan « SWPI.C pada Seram Bagian

Sumber Daya dan Penataan

1 Program Penin katan Daya Destinasi Pariwisata ada Sub-Zona Pariwisata
. Pengelolan Destinasi Pariwisata Kabupaten ENPerencanaan pengembangan APBD KabSWP I.B pada Blokll.1 daya tarik wisata kawasan LB.3 Seram Bagian Pariwisata

erkotaan Barat

1.1.2 pariwisata kawasan perkotaan
SWP I.B pada Blok

Pengembangan destinasi APBD Kab
Seram Bagian Pariwisata1B.3



Pengadaan/peme iharaan/
rehabilitasi sarana dan APBD Kab.

1.13 prasarana dalam pengelolaan
SWP I.B pada Blok Seram Bagian Pariwisata

Gestinasi pariwisata kawasan 1.B.3 Barat
perkotaan piru

1.14
APBD Kab.

panta redi LB.3
Penataan kawasan obyek wisata SWPI.B pada Blok Seram Bagian Pariwisata

Barat
APBD Kab.

1.1.5 Peningkatan infrastruktur SWP I.B pada Blok Seram Bagianpendukung pariwisata LB.3 Barat
2 ProOI m mi an UMKM

Fas4 itas usaha kecil da am APBD Kab
2.1.1 pengembangan, pengolahan dan SWP I.B pada Blok

penasaran produk penunjang 3 Seram Bagian Pariwisata
ta Barat

APBD Kab.
2.2.2 Fasilitasi usaha kegiatan SWP I.B pada Blok

kuliner di Zona Pariwisata L.B.3 Seram Bagian Pariwisata
Baratf PanrumahanTi Perwujudan Sub-Zona

ram Peng Perumahan

» SWP LA pada
Blok LAI, Blok

Penguatan dan pembinaan LA.2, Blok LA.3, » APBD Kab.
kepada BLU/BUMD untuk Blok IA4 dan Perumahan dan

1.1.1 Blok I.LA.5: dan Barat
Seram Bagian Swasta

sederhana
penyelenggaraan rumah

e SWPIB pada Permukiman
Blok I.B.1, Blok 0 Swaata
I.B.2 dan Blok
LB.3,

« SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok I.A.3, » APBD KabKoordinasi dan sinkronisasi Blok IA4 dan Perumahan dan

1.1.2 pengendalian pembangunan Blok L.A.5, dan Seram Bagian Ka Swasta
dan pengembangan perumahan » SWPIB pada

Barat
Permukiman

Blok I.B.1, Blok » Swaata
I.B.2 dan Blok
LB.3.

2 Program Kawasan Permukman

Penyusunan dan/atau review
Serta legalisaai rencana

« SWPIA pada » APBD KabBlok I.A.1, Blok
2.11 pembangunan dan

LA.2, Blok LA.3, Seram Bagian Kawasan Swastapengembangan kawasan Blok IAA dan Permukiman
Barat

permukiman dan permukiman Blok I.A.S: dan e Swasta
kumuh

Ha

Kwasn



Pe aksana Waktu Pelaksanaan

» SWPL.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2 dan Blok
I.B.3.

» SWPL.A pada
Blok L.A.1, Blok

L.B.2 dan Blok

» SWP LA pada
Blok i.A.1, Blok

1.B.2 dan Blok
1.B.3,

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok

LB.2 dan Blok

e SWP LA pada
Blok L.A.1, Blok

LB.2 dan Blok
LB.3.

» SWP LA pada
Blok LA.1, Blok

Blok I.B.1, Blok

Komenterian/ TP- TP_

No Program Utama Lokasi Dacrah Pemangku TP-4 TP. 5Sumber Lembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Peroncanaan-2

Pendanaan Menyclenggara Daerah
kan Urusan Provinsi yang Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035. (2040-(20364321

Pemerintahan di '" membidangi yang Lainnya 8 8 203 2039) 2043)
»

A aa Oa smembidangi »

Koordinasi dan sinkronisasi LA.2, Blok LA.3,
pengendalian pembangunan Blok I.A.4 dan @ APBD Kab

2.12 dan pengembangan kawasan Blok LA.5: dan Seram Ba Perumahan dan

permukiman dan permukiman e SWP LB pada Barat Kawasan Swasta
kumuh Blok I.B.1, Blok Sswasta Permukiman

LB.3,
Ka

Pembentukan /pembinaan Biok I.A.4 dan
LA.2, Blok LA.3, « APBD Kab

Perumahn dan2.2.1 kelompok swadaya masyarakat Blok I.A.5: dan Seram Bagian
Gi permukiman kumuh » SWPI.B pada Barat Kawasan Swasta

»e Swasta Permukiman
Blok I.B.1, Blok

Koordinasi dan sinkronisasi APBD Kab.LA.2, Blok LA.3,
pengendalian penataan Seram Bagian Perumahan danBlok 1.A.4 dan

pemugaran/peremajaan Barat
2.2.2 Blok L.A.5, dan

s SWP I.B pada Permukiman
Kawasan Swasta

permukiman kumuh Blok I.B.1, Blok » Swasta

1.B.3.
ukimanKim 10: PNEL Arta

Plan) dan Detail Engineering Blok I.A.4 dan
Penyusunan rencana tapak (Site I.A.2, Blok LA.3, APBD Kab

Seram Bagan Perumahan dan2.3.1 Design (DED) Biok LA.5: dan
peremajaan/pemugaran e SWPI.B pada

Barat Kawasan Swasta
Swasta Permukiman

permukiman kumuh Blok I.B.1, Blok

Pelaksanaan pembangunan LA.2, Blok I.A.3, « APBD Kab
Perumahn dan2.3.2 pemugaran/ peremajaan Blok I.A.4 dan Seram Bagian

permukiman kumuh Blok I.A.5: dan Barat Kawasan Swasta
Swasta PermukimanSWP LB pada



Pelatraana Waktu Pelaksanaan

I.B.2 dan Blok
1.B.3.

e SWP LA pada
Blok LA.1, Blok

1.B.3.

Blok LA.I, Blok
LA.2, Blok I.A.3,

Blok I.B.1, Blok
I.B.2 dan Blok
1.B.3.

f.2 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedan

e SWPIA pada
Blok L.A.1, Blok
LA.3, Blok LA.4

e SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok LA.5:

e SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.

2 Program Kawasan Permukiman

Kementerian/ TP- TP-
Lembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Perencansan-2

Program Utama Lokasi
Kota Kepentingan (2035- (2040(203Pemangku TP-4 TP-8

Pendanaan
No

Menyelonggara Daerah

Pemerintahan di membidangi yang
8g 8 8 8 2039)203

yang v » » » » » O-kan Urusan Provinsi
ya 2043)a Aamemhidan 3

3 Pro am Penin catan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum PSU3l Urusan Penvelen PSU Perumahan

Penyediaan prasarana LA.2, Blok LA.3, « APBN e Perumahan dan

3.1.1 Blok LA.5: dan Permukimandan utilitas umum di » Pekerjaan UmumBlok LA.4 dan APBD Kab Kawasan
Seram Bagian dan Perumahan

SWP I.B pada Barat Rakyat » Pekerjaan Umum Swastaperumahan untuk menunjang
Blok I.B.1, Blok » Swasta

hunian dan Penataan
L.B.2 dan Blok Ruan

4 Pro am Penan Bencanaan
n dan Kesin

SWP LA pada

Blok I.A.4 dan APBD Kab Badan4.1.1 Pelatihan pencegahan dan Blok LA.5: dan Seram Bamitigasi bencana kabupaten PenanggulanganSWP1.Bpada Barat Bencana

1 Program Pengembangan Perumahan
nan dan Pen

Penguatan dan pembinaan e# APBD Kab.
dan Blok LA.5:

LI. SeramBlok 1.B.1, Blok
kepada BLU/BUMD untuk SWP I.B pada

Barat
Bagian Pe dan

penyelenggaraan rumah Kawasan Swasta
erhana Permukiman

LB.3, dan » Swasta
1.3.2 dan Blok

Koordinasi dan sinkronisasi » SWP BD pada Perumahan dan
APBD Kab

1.12 pengendalian pembangunan Blok I.B.1, Blok Seram Bagian
Gan pengembangan perumahan LB.2 dan Blok Barat Kawasan Swasta

» Swasta Permukiman
I.B.3: dan



No Program Titama Laknsi Sumher
Pendanaan

Pelaksana Waktu Pe
Kementerian/ TP
Lembaga yang
Menyelonggara
kan Urusan

Pemerintahan di 8 203
Bidang SK ga Oo x

Perangkat
Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang 2)

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Pereni "2

ptor

112

S

ju

53 setor

a TP-4
(2035-
2039)

2.1.1

Penyusunan dan/atau review
serta legalisasi rencana
pembangunan dan
pengembangan kawasan
permukiman dan permukiman
kumuh

» SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok L.A.S,
SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
L.B.2 dan Blok
I.B.3, dan
SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.

21 Penerbitan Isin Pem dan Pengembanan Kawasan Perm

e APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

e Swasta

Perumahan dan
Kawasan Swasta

Koordinasi dan sinkronisasi
pengendalian pembangunan

2.1 dan pengembangan kawasan
permukiman dan permukiman
kumuh »

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok L.A.S:

» SWP I.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2 dan Blok
IL.B.3: dan
SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

Perumahan dan
Kawasan

Permukiman
Swasta

3.1.1

3 Program Kawasan Permukiman
2Ka 'Permu ti Kumuhidans

Perbaikan rumah tidak layak
huni

» SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok I.A.5:

» SWPL.B pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2 dan Blok Permukiman
IL.B.3: dan
SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok1.C.2.

« APBD Kab.
Seram Bagian
Barat
Swasta

Swasta

Pelaksanaan pembangunan
3.1.2 pemugaran/peremajaan

permukiman kumuh

« SWP LA pada
Biok L.A.1, Blok
LA.3, Blok I.A.4
dan Blok LA.5:

e SWP LB pada
Blok I.B.1, Blok
I.B.2 dan Blok
I.B.3, dan

« SWP I.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok1.C.2.

# APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

» Swaata

Perumahan dan
Kawasan

Permukiman
Swasta

4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
an

ESA

AKB ha ma Kemana AMP

1 3
1 4 Ss (203

TP-8

n u O (2040-
2043)

Permukiman

« APBD Kab
Seram Bagian
Barat
Swasta

Perumahan dan
Kawasan



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

Blok LA.1, Blok

Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.

5 Program Penanggulangan Bencana

Blok LA.1, Blok
LA.3, Blok L.A.4
dan Blok I.A.5:

« SWP LB pada

» SWPI.Cpada
Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.Blok
LC.i dan Blok
1.C.2.

f3 Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
1 Program Pengembangan Perumahan

e SWP LA pada

Blok I.C.i dan
Blok I.C.2.

« SWP LA pada
Blok LA.3:

dan pengembangan perumahan « SWP I.C pada Barat Permukiman
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

Program Kawasan Permukiman
21 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembagan Kawasan Permukiman

Kementerian/ TP- TP-

Pendanaan Kabupaten/ Kota (2035- (20401 2 3 4 s8 6
Mo Program Utama Lokasi TP-4 TP-SSumber 3DacrahLembaga yang Perangkat Perangkat

1 Tahap Percncanaan-2
Menyelenggara Dacrah Pemangku
kan Urusan Provinsi yang yang Lainnya 2039) 2043)

w w » O-Kepentingan (203
R »

Pemerintahan di
membidan 203membidangi 888£

SWP I.A pada

LA.3, Blok LA.4
Penyediaan prasarana, sran Kawasan

dan Blok I.A.5: » APBN 0 Perumahan dan

4.1.1 Blok I.B.1, Blok Seram Bagian Permukimandan Perumahan
Rakyat Pekerjaan Umum Swasta

dan utilitas umum di Pekerjaan UmumSWP I.B pada » APBD Kab.

perumahan untuk menunjang
fungsi hunian 1.B.3: Sswasta dan Penataan

L.B.2 dan Blok Barat

SWP I.C pada Ruang

Pelayanan Pencegahan dan Kesiansingnan 7 Ta
SWP LA pada

5.1 LB.2 dan Blok Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan Blok LB.1, Blok APBDKab. Badan
mitigasi bencana kabupaten LB.3: dan Barat Bencana

1Penerbitan Izin Pembagua dan

Penguatan dan pembinaan
Blok I.A.3:

e SWPI.Bpada APBD Kab Perumahan dan1.Ll Blok I.B.1: dan Seram Basikepada BLU/BUMD untuk
e SWPI.C pada Barat Permukiman

penyelenggaraan rumah Kawasan
sederhana

Koordinasi dan sinkronisasi » SWP LB pada APBD Kab Perumahan dan
1.1.2 pengendalian pembangunan Blok I.B.1: dan Seram Bagian Kawasan

Penyusunan dan/atau review e SWP LA pada
serta legalisasi rencana Blok LA.3:
pembangunan dan e SWPI.B pada

2.1. 1 Seram Bagian Kawasan
APBD Kab." Perumahan dan

Baratembangan kawasan Blok L.B.I: dan ukiman



Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksana Watri Petakuanaan

permukiman dan permukiman |e SWP I.C pada
kumuh Blok I.C.1 dan

Blok 1.C.2.
e SWP LA pada

Koordinasi dan sinkronisasi Blok |.A.3,
pengendalian pembangunan » SWPI.B pada APBD Kab. Perumahan dan2.1.2 dan pengembangan kawasan Blok I.B.1, dan Seram Bagian Kawasan
permukiman dan permukiman je SWPI.C pada Barat Permukimankumuh Blok I.C.1 dan

Biok I.C.2.

SWPI.C pada Barat Permukiman
Blok I.C.1 dan
Blok i.C.2.

« SWPL.A pada
Blok I.A.3:

Pelaksanaan pembangunan s SWPI.B pada APBD Kab. Perumahan dan3.1.2 pemugaran/peremajaan Blok I.B.1, dan Seram Bagian Kawasan
permukiman kumuh » SWPI.C pada Barat Permukiman

Biok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

« SWP LA pada

Blok 1.C.2.

« SWP LA pada
Blok 1.A.3:

Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

g Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum
1 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota

1

Kementerian/ TP. TP.
Lembaga yang Perangkat TP-51 3Perangkat Tahap Perencanaan-2

No Program Utama Lokasi Menyclenggara Daerah 1 2 3 4 5 6 (203
Sumber Dzerah Pemangku TP-4

Pendanaan Kabupaten/ Kota (2035- (2040.Kepentingan
Pemerintahan di membidangi 8 8 5 8 8 203

Urusan Provinsi yang » SJ » 13 » O-kan
yang Lainnya 2039) 2043)mambidan

654

3 Program Kawasan Permukiman
Kualitas Kawasan Permukiman Kumpbidenjan Ia AT Bina 10

SW I.A pada
Blok I.A.3:

3.1.1 Perbaikan rumah tidak layak
SWP I.B pada APBD Kab. Perumahan dan
Biok I.B.i: dan Seram Bagian Kawasanhuni

4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU
Urusan PSU

Penyediaan prasarana, sarana, Blok LA.3, . APBN
» SWPI.B pada e APBD Kab Pekerjaan Umum Perumahan dan41.1 Blok I.B.1: dan Seram Bagian dan Perumahan Kawasan Swasta

dan utilitas umum di
perumahan untuk menunjang

Blok 1.C.1 dan 0 Swasta
fungsi hunian SWP I.C pada Barat Rakyat Permukiman

5 Program Penanggulangan Bencana
« nan Pencegahan dan Kesignsingan

5.1 Blok I.B.l: dan Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan Pencegahan dan SWPIB pada "- APBD Kab. Badan
Mitigasi Bencana Kabupaten SWP I.C pada Barat Bencana



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

e SWP LA pada
Blok I.A.1:

« SWPI.B pada e# APBD Prov.

e SWPI.C pada Barat
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

« SWPL.A pada
Blok LA.1:

e SWP I.B pada «# APBD Prov.

e SWPI.C pada Barat
Blok I.C.1 dan
Blok !.C.2,

» SWP LA pada

Blok 1.C.2.

« SWP LA pada

Blok 1.C.2.

e SWP LA pada
Blok L.A.1:

» SWP I,B pada

« SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

Kementerlan/ TP. TP-Perangkat Tahap Perencanzan-2
No Program Utama Lnrasi Monyelenggara

Sumber Lembaga yang Perangkat
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan

Daerah Dacrah Pemangku (203
TP-4 TP-531

Provinsi yang NW »kan Urusan (2035- (20406s431

Pemerintahan di membidangi 8 8 8 8 8 203yang Lainnya 2039) 2043)
a s ja) 0 4membidangi

LB.2Rehabilitasi dan pemeliharaan dan Blok
Blok I.B.1 Blok Maluku

fasilitas kesehatan lainnya e# APBD Kab. Kesehatan Kesehatan
LB.3, dan Seram Bagian

1. 12 Pengembangan fasilitas BlokI.B.1, Blok Maluku
kesehatan lainnya 1.B.2 dan Blok e APBD Kab. Kesehatan Kesehatan

LB.3, dan Seram Bagian

» SWPL.B pada
« APBNBlok LA.i:

113 Rehabilitasi dan pemeliharaan MalukuBlok I.B.1, Blok
« APBD Prov

IL.B.2 dan Blok
e APBD Kab Kesehatan Kesehatan Kesehatanmah sakit LB.3: adan

ru

e SWPI.C pada
Seram Bagian
BaratBlok I.C.1 dan

2 Program Pengembangan Kapasitas Dava Saing Kepemudaan
14 Pembinaan dan Pengemhan

Blok LA.I:
Koordinasi, sinkronisasi dan « APBD Prov, Pendidikan,

SWP I.B pada
« APBN

Pendidikan
2.1.1 LB.2 dan okpelaksanaan penyediaan sarana Bi

Blok I.B.1 Blok
dan prasarana olahraga e# APBD Kab. Riset. dan

Maluku Kebudayaan, dan Pendidikan dan
LB.3: dan Kebudayaan Kebudayaan

e SWP I.C pada
kabupaten Seram Bagian Teknologi

BaratBlok I.C.1 dan

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Blok I.B.1, Blok APBD Kab. Pekerjaan Umum
3.1. LB.2 dan Blok dan Penataan

Pengadaan gedung kantor atau

LB.3, dan Barat Ruang
bangunan lainnya Seram Bagian1



"3W Pa

bidangi a & 65 & 41
e SWP LA pada
Blok L.A.J:
SWPI.B pada

e SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok 1.C.2.

« SWP LA pada

» SWP LA pada
Blok LA.I:

Blok 1.C.2,

« SWPIA pada
Blok LA.i:

Blok 1.C.2.
Program Penanggulangan Bencana

« SWP LA pada
Blok LA.1I:

I.B.3: dan

Kementerian/ TP- TP_

No Program Utama Lokasi Dacrah
Menyclcnggara Dacrah (203

Sumber Lembaga yang Perangkat Perangkat 1 Tahap Percncanaan-2
Pemangku TP-4 TP-53

Pendanaan Kabupaten/ Kota KepentinganProvinsi yang u xkan Urusan (2035- (204064321

Pemerintahan di membidangi 8s 8 8 2039)203Lainnya 2043)yang

Pengadaan sarana dan Blok I.B.1, Blok APBD Kab. Pekerjaan Umum
3.1.2 prasarana gedung kantor atau 1.B.2 dan Blok Seram Bagian dan Penataan

bangunan lainnya I.B.3: dan Barat Ruang

4 Program Pengelolaan Pendidikan
4 Sekolah Menengah Atas Sort kening

Blok LA.1:
SWP I.B pada

@ APBD Prov

4.1.1 LB.2 dan Blok
Rehabilitasi sedang/berat

Blok I.B.1, Blok Maluku
e APBD Kab Pendidikan

gedung sekolah Seram BagianLB.3: dan Barat Kebudayaan
dan Pendidikan dan Yayasan

Kebudayaan Pendidikan
e SWPI.C pada SwastaBlok I.C.1 dan
Blok I.C.2

4

« SWP LB pada
APBD Prov

Rehabilitasi sedang(berat APBD Kab.Blok LB.1, Blok Pendidikan
Maluku

Pendidikan dan Yayasan42.1
gedung sekolah Seram Bagian

I.B.2 dan Blok
LB.3: an Barat Kebudayaan Kebudayaan Pendidikandan

s SWPI.C pada SwastaBlok I.C.1 dan

Rehabilitasi sedang/berat MalukuSWP I.B pada
APBD Prov

4.3.1 @I.B.2 dan Blokgedung/ruang kelas/ruang APBD Kab
dan Pendidikan dan Yayasan

Blok I.B.1, Blok Pendidikan
guru pendidikan non formal/ Seram Bagian Pendidikankesetaraan BaratLB.3: dan

e SWPL.C pada
Kebudayaan Kebudayaan

SwastaBlok L.C.1 dan

APBD Kab. Badan
5.1.1

mitigasi bencana kabupaten Blok LB.1I, Blok Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan e SWPI.B pada

I.B.2 dan Blok Barat Bencana



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

e SWPI.C pada
Blok I.C.1 dan
Blok1.C.2.

2.2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan

« SWPIA pada APBD Prov.

Blok I.B.3. Barat
» SWPIA pada » APBD Prov.

Biok I.B.3. Barat
» SWPIA pada « APBD Prov.

Blok 1.B.3. Barat

AN RI/ Kesetaraan" Ai

4 Program Penanggulangan Bencana

Pro Utama Lokasi Pendanaan Menyelenggara Dacrah 1 2 3 4 s 6

1

e SWPL.B pada » APBD Kab. Kesehatan Kesehatan

1.1.3 » SWPL.B pada Kesehatan
dinas

# APBD Kab. Kezehatan

1.1.4 SWP LB padas e APBD Kab. Kesehatan Kesehatan

s APBD Prov. Pendidikan, Pendidikan

Blok I.B

Barat

Blok I.B.3.

Blok I.B.3. e Swasta

3.3.1 gedung/ruang kelas/ruang Seram Bagian Pendidikan dan Yayasan

e Swasta



Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas kesehatan lainnya

Pelaksana Waktu Pelaksanaan

s1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapriagaan Terhada Bencana
e SWP LA pada

Blok !.B.3.
3 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan

1 Program Pemenuhan Upava Kesehatan Perorangan Dan Upava Kesehatan Masyarakat
Kesehatan untuk UKMdan.UKP.

e SWPIA pada
Blok LA.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok I.A.5:

» SWP I.B pada
Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3: dan

e SWPI.C pada
Blok 1.C.2.

e APBD Prov.
Maluku

« APBD Kab.
Seram Ragian
Barat

Kesehatan Kesehatan

2 Program Pengelolaan Pendidikan
Pengelalaan Pend dikan Sekolah Damar 0mi Th Ah LEAN 53

2.1.1

2.2.1 LB Yayasan

Rehabilitasi sedang/ berat
sarana, prasarana dan utilitas
sekolah

e SWP LA pada
Blok LA.1, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok I.A.5:

e SWPI.B pada
Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3: dan

e SWPI.C pada
Blok 1.C.2.

Rehabilitasi sedang/berat
gedung/ruang kelas/ruang
guru PAUD Pendidikan

e SWP LA pada
Blok I.A.i, Blok
LA.3, Blok LA.4
dan Blok I.A.S,

» SWP pada
Blok I.B.2 dan
Blok I.B.3, dan

» SWPL.C pada
Blok 1.C.2.

APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

» Swasta

P3 Dini PAUD

Sia. Mia

Pendidikan dan
Kebudayaan

Yayasan
Pendidikan

Ea

Pendidikan dan
Kebudayaan

3 Program Penanggulangan Bencana
Pelayanan Pencegahan danKesiapaingi Nm ada: (maa AeAamad

3.1.1 Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan Badan
mitigasi bencana kabupaten

e SWPI.C pada

e SWP LA pada
Blok L.A.1, Blok
LA.3, Blok 1A4
dan Blok I.A.5,

e SWP I.B pada
Blok I.B.2 dan Barat Bencana
Blok I.B.3: dan

Blok I.C.2.

Kementerian/ TP- TP-
Lembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Perencanaan-2

No Program Titama Lokasi TP4 TP-S
Penda ngan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040

Menyelenggara Daerah 1 2 3 4 5 6
Sumber Dacrah Pemangku

w » n » » O-kan Urusan Provinsi yang
(203

Pemerintahan di membidangi yang Lainnya
membidangi 88 8 8 8 203 2039) 2043)

Bid £ a bj hi 4

41.1
mitigasi bencana kabupaten Bagian Barates SWPL.B pada Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan Blok LA.I: dan APBD Kab. Seram Badan

Blok I.B.1 dan Bencana

LIL

# APBD Kab
Seram Bagian
Barat

» Swasta

PRIA

APBD Kab.



Palakaana Waktu Pelaksanaan

Perwujudan Zona Campuran
h.1 Perwujudan Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi

1 Pro ram Penataan Penganan dan Lingkungannya.

» SWPIA pada

e SWPI.C pada
Blok LC.1.

» SWP LA pada

» SWP I.C pada
Blok 1.C.1.

2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Yi Pembangunan dan Penge olaan Sarana Distribusi Perd aaTe Aa REA AMAN Kibot Lu

2 Program Penanggulangan Bencana

Kementerian/ TP. TP-Perangkat Tahap Perencanaan-2
No Program Utama Lokasi Menyelenggara Daerah 1 3 4 5 & (203

Sumber Daerah Pemangku
Lembaga yang Perangkat 1 TP-4 TP-33

kan Urusan Provinsi yang n IS) » »n »
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035_ (2040

yang LainnyaPemerintahan di membidangi 8S 2039) 2043)
O

& aBidan memhidan 2038
54

8

dan

Blok LA,3, dan

LIL.I » SWP LB pada Seram Bagian Gan Penataan
Penataan bangunan dan Blok I.A.4, APBD Kab. Pekerjaan Umum
lingkungan Blok I.B.1: dan Barat Ruang

Blok 1.4.3, dan
Blok LA.4, APBD Kab. Pekerjaan Umum1.1.2 » SWP LB pada Seram Bagian dan Penataan

Pemeliharaan bangunan dan
lingkungan Blok I.B.1: dan Barat Ruang

. Perdagangan,
SWP LA pada
Blok L.3, dan

211 SWPI.B pada
» Koperasi Usah Swasta

Penyediaan sran distribusi Seram Bagian dan Tenaga Kerja
Blok LA.4, » APBD Kab. Perindusterian

perdagangan Barat
« SWPI.C pada

@ Swasta Kecil dan
Blok I.B.1: dan

Blok J.C.1 Menengah

e Perdagangan,
SWP LA pada
Blok .1.3, dan

2.1.2 » SWPI.B pada « Koperasi Usaha
Fasilitasi pengelolaan sran Seram Bagian dan Tenaga Kerja

Blok I.A.4: # APBD Kab. Perindusterian

Swastadistribusi perdagangan BaratBlok 1.8.1: dan
SWP I.C pada

€ Swasta Kecil dan
Blok I.C.1 Menengah

3 Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU

SWP LA pada
Penyediaan prasarana, sarana, dan Penataan

Blok 1.4.3, dan he APBN Pekerjaan Umum
Blok I.A.4: e APBD Kab. Pekerjaan Umum

3.1.1 » SWP LB pada Seram Bagian dan Perumahan Swasta
dan utilitas umum di Ruangperumahan untuk menunjang

SWP I.C pada Swastafungsi hunian Kawasan
Blok I.B.1: dan Barat Rakyat Perumahan dan

PermukimanBlok I.C.1

dan

2.1.1 Blok I.A.3, dan Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan Pencegahan dan SWP I.A pada APBD Kab. Badan
Mitigasi Bencana Kabupaten Blok I.A.4: Barat Bencana



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

e SWPI.B pada
Blok I.B.I: dan

e SwpI.c pada
BlokI.C.1.

h.2 Perwujudan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang

» SWPIA pada

Blok I.B.1, dan
Blok I.B.3,

« SWPIA pada

Blok I.B.1, dan
Blok 1.B.3.

Blok I.B.3.
4 Pro m Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU

Sumber DaerahLembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Perencanaan-2
Kementerian/ Tp. TP-

No Program Utama Lokasi Pemangku TP-4 TP-5
Pendanasn Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035. (2040.

1 2Menyelenggara Dacrah
kan Uruzan Provinsi yang Lainnya

8
|") »

(203643

Pemerintahan di membidangi 8 8s 8 8 8yang 203 2039) 2043)
membidang a

1 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Kabapstst aan Den

Blok LA.1, Blok
LA.2, dan Blok APBD Kab Pekerjaan Umuml.l.l LA.4, dan Seram Bagian dan Penataan

Penataan bangunan dan
lingkungan SWP I.B pada Barat Ruang

Blok I.A.1, Biok

1.1.2 LA.4, dan Seram Bagian dan Penataan
Pemeliharaan bangunan dan Pekerjaan UmumLA.2, dan Blok APBD Kab.

lingkungan SWP I.B pada Barat Ruang

2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perda angan
dan Pengelolaan Sran Distribusi Perdagangan Ia M Lana Kaya

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok Perdagangan

2.1.1 LA.4: dan » Koperasi Usaha
Penyediaan Sarana Distribusi Seram Ragian
Perdagangan Barat Swasta

dan Tenaga Kerja
LA.2, dan Blok e# APBD Kab Perindusterian

Blok I.B.1, dan
@ Swasta Kecil dan

SWP I.B pada

Blok I.B.3. Menengah

Blok L.A.1, Blok e Perdagangan,
SWPIL.A pada

2.1.2 LA.4: dan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana LA.2, dan Blok e APBD Kab. Perindusterian

BaratSWP I.B pada Koperasi UsahaDistribusi Perdagangan
Seram Ragian dan Tenaga Kerja Swasta

Blok I.B.3. Menengah
Blok I.B.1, dan e Swasta Kecil dan

3 Program Pengembangan Perumahan

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok Pekerjaan Umum

Koordinasi dan Sinkronisasi LA.2, dan Blok APBD Kab. dan Penataan
3.1.1 Pengendalian Pembangunan LA.4 dan Ruang

dan Pengembangan Perumahan e SWPIB pada Barat
Seram Bagian Perumahan dan

KawasanBlok I.B.1, dan
Permukiman

r
di Urusan PSU



Pajakeana Wati Pelayanaan

Blok I.B.3.

Blok LA.1, Blok

Blok I.B.1, dan
Blok I.B.3.

i Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasail Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

e SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.3 dan Blok e Perdagangan,LAI: # APBD Kab. Perindusterian

LB.2, dan Blok Swasta Kecil dan
LB.3: dan Menengah« SWPI.C pada
Blok I.C.1.

e SWP LA pada
Blok L.A.1, Blok
LA.3 dan Blok e Perdagangan,
LA.4: e APBD Kab. Perindusterian

13.2, dan Blok » Swasta Kecil dan
L.B.3, dan Menengah

e SWP I.C pada
Blok L.C.1.

2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pin am untuk w denysai Wilayah Keanggotaan da an Daerah Kab
Fasilitasi pemenuhan izin e SWPIA pada
usaha simpan pinjam dan Blok I.A.1, Blok

keanggotaan dalam daerah 1.B.2, dan Blok
kabupaten LB.3: dan

Kementerian/ TP- TP-
Program Utam Lokasi M 1 Daerah 1 3 4 5 6 (203

Sumber Dacrah Pemangku IpaLembaga yang Perangkat Perangkat L Tahap Perencansan-2
3 TPS

kan Urusan Provinsi yang » » w » SJ »w

Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040
g

Pemerintahan di membidanra yang
s, 8 8 8 8 8 203Lainnya 2039) 2043)

membidangi A «
SsWPI.Apada

Pekerjaan Umum
Penyediaan prasarana, sarana,

Blok LA.1, Biok e APBN
LA.2, dan Blok » APBD Kab. Pekerjaan Umum dan Penataan

4.1 LA.4, dan Seram Bagian dan Perumahan Swasta
dan utilitas umum di Ruangperumahan untuk menunjang »
fungsi hunian Kawasan

SWP I.B pada Barat Rakyat Perumahan dan
Blok !.B.1, dan o Swasta

Permukiman
2 Program Penanggulangan Bencana

nan Pencesahan dan Kesia
SWPIA pada

2.1.1 LA.4, dan Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan LA.2, dan Blok APBD Kab. Badan
mitigasi bencana kabupaten SWP I.B pada Barat Bencana

1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Sarana Distribusi TTM

1.1.1
» Koperasi Usaha

Penyediaan sran distribusi e SWPL.B pada Seram Bagian dan Tenaga Kerja Swastaperdagangan BlokI.B.1, Blok Barat

1.1.2
e Koperasi Usaha

Fasilitasi pengelolaan sran e SWPI.B pada Seram Bagian dan Tenaga Kerja Swastadistribusi perdagangan BlokI.B.l, Blok Barat

pembukaan kantor cabang, LA.3 dan Blok » APBD Kab
Koperasi Usaha2.1.1 pnjam" LA Seram Bagian

jam SWP I.B pada Barat Kecil dan Swasta
untuk koperasi dengan wilayah Bloki.B.1, Blok e Swasta Menengah



e SWP LA pada
Blok L.A.1, Blok
LA.3 dan Blok

L.B.3: dan
e SWPI.C pada
Blok I.C.1.

Dplalrrana Waktu Pelaksanaan

e SWPL.C pada
Blok I.C.1.

4 Program Pengembangan Umkm

SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.3 dan Blok

e SWPL.C pada
Blok I.C.1.

» SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
I.A.3 dan Blok

I.B.3: dan
e SWPL.C pada
Blok I.C.1.

12 Perwujudan1 perdagangan dan jasa skala SWP

2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2 APembangunan dan TA

Kementerian/ Tp- TP-
Lembaga yang Perangkat 1 3Perangkat Tahap Perencanaan-2

No Program Utama Lokasi Menyclenggara Daerah 1 3 5s 6 (203
Sumber Dacrah Pemangku TP-4 TP-8

kan Urusan Provinsi yang » » » » »
Pendanaan Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035- (2040

yang LainnyaPemerintahan di membidan membidan 203 2039) 2043)898 4
8

54

3 Program Pemberdavaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM
UsahaMikro yane Dilakukan Me

LA.4: » APBD Kab
3.1.1 Kecil dan

Pendataan potensi dan « SwPL.B pada Seram Bagian Koperasi Usaha
Swastapengembangan usaha mikro Blok I.B.1, Blok Barat

MenengahI.B.2, dan Blok e Swasta

Fasilitasi usaha mikro menjadi
usaha kecil dalam Koperasi Usaha

LA.4: » APBD Kab
4.1.1 pengembangan produksi dan

SWP I.B pada Seram Bagian
pengolahan, pemasaran, SDM, Menengah

Blok I.B.1l, Blok Barat Kecil dan Swasta
I.B.2, dan Blok e Swastaserta desain dan teknologi 1B.3, dan

5 Program Penanggulangan Bencana
2: " handan.Kesia

APBD Kab Badan
LA.4:

5.11 Seram Bagian Penanggulangan
Pelatihan pencegahan dan » SWP LB pada
mitigasi bencana kabupaten Blok LB.1, Blok Barat t BencanaLB.2, dan Blok

1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Lah Penyelenggaraan Penataan dan

L.L.I Seram Bagian dan Penataan
Penataan Bangunan dan SWP LC pada Blok APBD Kab. Pekerjaan Umum
Lingkungan LC... Barat Ruan

211 Seram Bagian Perindustrian Swasta
Penyediaan sran distribusi SWP I.C pada Blok » APBD Kab. Perdagangan
perdagangan 1.C.2. Barat dan Tenaga Keria



Pelaksana Waktu Pelaks

e Swasta e Koperasi Usaha
Kecil dan
Menengah

e Perdagangan,
# APBD Kab. Perindustrian

s Swasta Kecil dan
Menen

Fasilitasi pemenuhan izin
usaha simpan pinjam dan

keanggotaan dalam daerah
kabupaten
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)Pem UV: Milero dah

KS

serta desain dan teknologi

Perwujudan Zona Perkantoran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran

Kementerian/ TP- TP-Perangkat

203
4

2.1.2 Fasilitasi pengelolaan sran SWP I.C pada Blok Seram Bagian dan Tenaga Kerja Swasta

e# APBD Kab.

untuk koperasi dengan wilayah e Swasta

pengembangan usaha mikro .C.2. Barat
Menengah

Ko

pengolahan, pemasaran, SDM,

6.1.1 Pelatihan pencegahan dan SWP I.C pada Blok
LC.2. Barat Bencana

Blok !.C.2. « Swasta

Pengadaan dan s SWPL.A pada Pemerintah

kantor atau bangunan lainnya Blok 1.4.2, dan Bagian BaratBarat Nasional



Pelaksana Waktu Pelaksanaan

» SWPI.C pada e Swasta
Blok 1.C.2.

. SWP LA pada

Blok I.C.2.
Perwujudan Zona Transportasi
Program Penvelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi.

terdapat di SWP

Pengelolaan Tipe.C..
e APBD Prov.

Barat
# APBD Prov.

pendukung) Seram Bagian
Barat

Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan

e Kompi 2 Batalyon

@# Kodim 1513/8BB Barat

Tahap Perencansan-2
85Program Utama Lakasi Daerah 1 2 3 4 5 6Pendanaan Menyelenggara

203

Blok I.A.2: dan Seram Bagian Penanggulangan

1.1.2 terminal (fasilitas utama dan Perhubungan Perhubungan

2
t

APBN

APBN
APBD

»

3.L.l
mitigasi bencana kabupaten e SWPI.C pada

1



No Program Utama Lokasi
1 4 (203

Sumber
Pendanaan

Palatemana waktu Pelaksanaan
Kementerian/ TP- Tp-
Lembaga yang
Menyelenggara
kan Urusan w » »Pemerintahan di 8 8 203
Bidang"

Perangkat
Daerah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Dacrah

Kabupaten/ Kota
yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perencanaan2

sz0

n

etat

a TP-4
(2035-
2039)

TP-S
(2040.
2043)

IC pada Blok
IC.2:
Koramil 1513-
02/Piru terdapat
di SWP I.B pada
Blok I.B.1:
Lapas Kelas II B
Piru terdapat di
SWP LA pada
Blok I.A.1:
Lapas Lama Piru
terdapat di SWP
LB pada Blok
I.B.1I:
Polres Seram
Bagian Barat
terdapat di SWP
LA pada Blok
LA.I: dan
Polsek Piru
terdapat di SWP
LB pada Blok
LB.l.

1.1.2
Pengendalian dan penataan
kawasan pertahanan dan
keamanan

Kompi 2 Batalyon
B Pelopor Satuan
Brimobda Polda
Maluku terdapat
di SWP LA pada
Blok I.A.1,
Kodim 1513/SBB
terdapat di SWP
IC pada Blok
IC.2:
Koramil 1513-
02/Piru terdapat
di SWP I.B pada
Blok I.B.1:
Lapas Kelas II B
Piru terdapat di
SWP LA pada
Blok LA.i:
Lapas Lama Piru
terdapat di SWP
LB pada Blok
LB.I:
Polres Seram
Bagian Barat
terdapat di SWP
LA pada Blok
LA.1: dan

« APBN
e# APBD Prov.
Maluku

s APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

e# Pertahanan
@ Kepolisian
e Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

3



No Program Utama Lakasi
3 4 (203

Sumber
Pendanaan

Pelataana Walt Pplaksansan
Kementerian/ TP- Tp.
Lembaga yang
Menyelenggara
kan Urusan » » » » »Pemerintahan di 8 8 5 203
Bidang £ ai 4

Perangkat
Dacrah

Provinsi yang
membidangi

Perangkat
Daerah

Kabupaten/ Kota
yang

membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

Tahap Perencanaan-2

StOC

n

820t

jan

6zot

ja
TP-4
(203s-
2039)

TP.5
(2040-
2043)

e Polsek Piru
terdapat di SWP
I.B pada Blok
LB.I.

Sinkronisasi pemanfaatan
1.1.3 ruang di sekitar Zona

Pertahanan dan Keamanan

Kompi 2 Batalyon
B Pelopor Satuan
Brimobda Polda
Maluku terdapat
di SWP LA pada
Blok L.A.1:

e Kodim 1513/SBB
terdapat di SWP
LC pada Blok
IC.2,

e Koramil 1513-
02/Piru terdapat
di SWPI.B pada
Blok I.B.1:
Lapas Kelas II B
Piru terdapat di
SWP LA pada
Blok L.A.1,

e Lapas Lama Piru
terdapat di SWP
IB pada Blok
LB.i,

e Polres Seram
Bagian Barat
terdapat di SWP
LA pada Blok
LA.1, dan

e Polsek Piru
terdapat di SWP
I.B pada Blok
L.B.1.

» APBN
« APBD Prov.
Maluku

» APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

e Pertahanan
« Kepolisian
e Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

m Perwujudan Zona Peruntukkan Lainnya
m.i Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum

LI.

an dan ngan. istem

Pembangunan Sistem an
Penyediaan Air Minum (SPAM)
jaringan perpipaan

» SWP LA pada
Blok I.A.1, Blok
LA.3, dan Blok
LA.S: dan

s SWP LB pada
Biok I.B.1 dan
Blok I.B.2

Air Minum (SP,
» APBN
« APBD Prov.
Maluku

e APBD Kab.
Seram Bagian
Barat

« Swasta

Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Rakyat

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Pekerj Umum
dan Penataan

Ruang
Swasta

Operasi dan pemeliharaan
1.1.2 Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

» SWPIA pada
Blok LA.1, Blok
LA.3, dan Blok
LA.5: dan

« APBN
e APBD Prov.
Maluku

Pekerjaan Umum
dan Pe

Rakyat

Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruan

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang
Swasta

3

O-

a



e SWPI.Bpada
Blok LB.1, Blok

En

Pelatuana Waktu Pelaksanaan

» SWPL.B pada e APBD Kab.
Blok I.B.1 dan Seram Bagian
Blok 1.B.2 Barat

» Swasta
e SWPIA pada » APBN

Blok I.B.2 » Swasta
m.2 Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pen dan n A estik »

maan.
» APBN

» Swasta
e APBN

« Swasta
m.3 Perwujudan Sub-Zona Pergudangan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Pergudangan

« Swasta
Perwujudan Zona Badan Jalan

e SWP LA pada

Kementerian/ TP- Tp-
Lembaga yang Perangkat 1 Tahap Perencanaan-2 3

Perangkat
No Program Utama Lokasi Dacrah 1 2 3 4 s 6 (203Pend Kabupaten/ Kota Kepentingan (2035-

Menyelenggara
Sumber Dacrah Pemangku TP-4 TP-5

kan Urusan Provinsi yang » » » O- (2040
Pemerintahan di membidangi H3 8 8 8 203yang Lainnya » 0Si 2039) 2043)

Ssjara af Ojo 4
membidangi

Blok LA.1, Blok e APBD Prov
Peningkatan SPAM jaringan LA.3, dan Blok Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan UmumPekerjaan

11.3 perpipaan di kawasan LA.S: dan « APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan Swasta
Umum dan
Penataanperkotaan e SWPL.B pada Seram Bagian Rakyat RuangBlok 1.B.1 dan Barat Ruang

Operasi dan pemeliharaan IPAL Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
SWPIL.Apada Pekerjaan

«# APBD Prov

l.IL.I Skala Kawasan » APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan Swasta
Blok 1.4.1: dan Umum dan
SWP LB pada Penataan
Blok I.B.3 Ruang

Tertentu/Permukiman Seram Bagian Rakya RuangBarat

Operasi dan pemeliharaan Maluku Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
. SWP LA pada Pekerjaan

» APBD Prov

1.1.2 subsistem pengumpulan berupa # APBD Kab. dan Perumahan dan Penataan Swasta
Blok L.A.1: Umum dan
SWP I.B pada Penataanpipa dan pipa induk Seram BaganBlok I.B.3 RuangRakyat RuangBarat

Iran

# APBD Kab.
Pembangunan pergudangan

SWPI.C pada Blok Seram Ragian Pekerjaan Umum

» Swasta Ruang
LC.1. Barat dan Penataan Swasta

» APBD Kab.
".

1.1.2 Pengelolaan pergudangan dan Penataan Swast
SWPI.C pada Blok Seram Bagian

LC.1, Barat
Ruang

1 Program Penvelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ILLAJ
Penyediaan:Perlengkanan Badan plan

Blok I.A.1, Blok
LA.2, Blok LA.3, Pekerjaan Umum

» APBN e Pekerjaan Umum
l.l.I Pembangunan prasarana jalan Blok 1.8.4, dan Seram Bagian Ruang

dan Perumahan
« APBD Kab dan Penataan

RakyatBlok I.A.5: dan Barat Perhubungan



.B.2, dan B ok
LB.3, dan

» SWP LC pada
Blok I.C.1 dan
Blok1.C.2.

» SWP LA pada
Blok LA. 1, Blok
LA.2, Blok 1.A.3,
Blok I.A.4, dan
Blok I.A.5: dan « APBN e Pekerjaan Umum

1.12 Gan Perumahan
Rehabilitasi dan pemeliharaan « SWP LB pada e APBD Kab dan Penataan
prasarana jalan Blok I.B.1, Blok Seram Bagian Ruang

Pekerjaan Umum

L.B.2, dan Blok Barat Perhubungan
Rakyat

@

LB.3: dan
» SWPI.Cpada
Blok J.C.1 dan
Blok 1.C.2.

e SWPIA pada
Blok LA.1, Blok
LA.2, Blok LA.3,
Blok LA.4, dan
Blok I.A.5: dan « APBN

Rehabilitasi dan pemeliharaan « SWPI.B pada » APBD Kab dan PenataanPekerjaan Umum . Pekerjaan Umum
1.1.3

perlengkapan jalan Blok I.B. 1, Blok Seram Bagian
dan Perumahan

Ruang
IL.B.2, dan Blok Barat Rakyat e PerhubunganLB.3: dan

» SWPI.C pada
Blok 1.C.1 dan
Blok I.C.2.
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUFATI SERAM BAGIAN DARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN FERHOTAAN PIRU

TAEL BETERTUAT KEGIATANDAN PENGGURAAN LAHAN
RENCANADETAIL TATA BUANG KAWASAN PERKOTAAN P RU





2. #





Dem peruntukan Intan

»

Jaran
atap Teten ito Zona Pertanian la Toon PeremakanZatempor

Uatnk

5po. 3
1 1... Tel Pa

laa
dh Ho Fa Di Gaia

3
A$ 5 3 1 ENG : 21 Esa REG: 3 : 8 7 Lg 3 |

k :
H

Fa Ba £ an MaOP # saj jaral Pl OP
B3 3 Pa Ao Ja D3

Ea MT Ma 85 laa
C3 xi Ka Ki - pia

PA 222 73 03 Lt
KE 29 2g 24 - jang

x 73 Ta 73 x
157

Bangunan Sipil Dektnkel 42204 XL T5.86 13 TS Eri 13 T3 13 Ta Pe hn - 3aga Konatnuian Sapa Telekom untuk 42205 Do Iran T3 Tm Ta za T3 Ta 73 73199 (konstruksi Septaj Telekomunikasi
22206 yo 3

x3200
|pemibuntan/ Pengeboran Tanah. 42207 x

Xx Tt
3201 Jarngan rem, Komunikasi

dan "22201 Xx x x x ai B6 13202
(honswuku B.wiganan Prasarann Sumber Dewa Ar 42511 x x

Xx x T3, B6 13
x

203
jhon strukst Bangman Fenkanan 42912 :

Xx F3 x x x
x

204 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Penkanan 42513 x
Xx x 3 x x x

x205 (Pengerukan, 42914 x x x x x x
Ti206 |Perbongkaren 43110 x tajam x x x
Ti207

(Penyiapan Lahan 43120 x ma 71,13 x
F3

x200 jInstdas Issmk 45211 x 173 71.73 x T3, BS x
X

209
jInatalau: Telekomurukna 3213 x x x

x
210 Jinarnlns: Flektroruka

KETIK x
F3

x x x T3 B6 x211 Jinsulns: Veotilas Uda. 43224 x x x x x
-212 Pinstntam Mok, 43201 x x x x TB) ox x213 (Pengecatan 43303 Xx TI.T3 Ta Ti, ra Xx x x

- PA PANEN 5» -- -314
(Dekeran: Intenor 48304 Fa IT, Ta ia

Xx x x Nan Pena315 Jrekarasi Ekstrnor
43303 x T1, 73 71 13 x x X X La -216

Benyunan Lannya 43309 F3 TI 1173 x Ta Xx LA217 (femasangan Pendas
Dan Mang Pancang 4390) Is x x x x X x Pan218 (Peuinsanpan Perancah (Stargeri

42002 x TLt3 JTLI3 Ti 3 x x x
Xx Xx

x ada 5219
(Femnanz gan Rangka Jan Atap/Roof Cavermg 243993 x x x x x x x Pagi220 Femnasawan Kerangka Haa 43904 x 3 3 Xx Xx x x X x £ 4

La.221 Kenatuku Dengan Operator 43905 x TLT9 11,3 Ti, ts
Xx Xx x x x x KEKE Tata Ta 3 Taka|Konstrukai 43509 x x

F3
x x x x

F3 TL 3
Benar Dan, Dan Bapak Motor

x x xP1, TO Ta, 7), P2, 73, TI, x x x223
Metal Daru 45101 x x x x x x x

Xx x x x x Bi B4 ps| Di pa ps or.

x xTa| T1 72 Ta PT ro, x xx x
224

Motrl Bekas 45102 x x x x x x x x x x x x Br. asi B5, pe ps D1, 54.

x x x x225 Moti Baru 45103 x x x x x x x x x x Xx x TI, T3 Or Ti, T3 D1 TI, T3, Bf Xx Xx

x x x x226 |Feningangan Eceron Mobil Bekas 45104 x x x x x x x x x x x x Ti TI B1| Ti, 73. BI 71 T3. B1 x x

x x x x227
|Reparmu Mobdl 45201 x x x x x x x x x x x x nira, ta B1 tu 7,1 x x

x xPL TA 73, TI T2, 73, T1, T3, x x x228
Malam Motil 45202 x x x x x x x x x x x x AL Ea sal pi pees Bi, Ba. x

x x xTa, re, 234 Ti 72.73, 11, 12 Ta, x x x229
Suku Cadang dan Akwesang Moti 45301 x Xx x x x x Xx Xx Xx Xx x x

B1, B4 Bs) B1, B4, B5 Dr, 84, BS

x x x x230
|Pertagungea Eceran Buku Cadong dan Aksesons Mokal 45302 x x x Xx x x x x x Xx x x TI, TI BL TE TI BL Ti. 3 B1 x x

x x xTa ri, 73. Ta. 71 72 Ta, x x x231 (Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru 45401 x x x x x x x x x Xx x x Bi, B4, Bs B1, B4 23 Bi, Ba, D5

x xTA T1, 72 73 1, 73, 73, x xx x
232

Bepeda Motor Pekas 45402 x x x Xx x x x x Xx Xx x x
B1, 4, os! 21,24 25 51, B4, Bs

x x x x233 |Perdagningan Ecerrm Sepeda Motcr Daru 45403 x x x x x x x x x x x x T1T3.B1| 71,73 B1 11, 73,81 x x

x x x x234 (Perdngrngen Eceran
Sepeda Motor Belna a5a0a x x x x x x x x x x x x Bil 71,13 81 Ti, 73, B1 x x2

2
MA

PDL SP DG
Das je Dara Sia Cadirog Sepeda daa Asans x x x Pr x x x x x x x x x x

:1236 Eceran Suku E
Motor dam 45406 x x x x x x x x x x x x TLT3 Bi! TI T3 BI TI, T3, B1 x x

ni x x »237 |Repora dim Perwatan sepeda Motor ASA07 x x x x x x x x x x x x TA T3.B1/ 01.13 B1 T1, 73, B1 x x

x71. 72, T3, T1, 12, 73. x x x238
(#erdogangan Besar Depng Sapi dan Daging Sap: Olaham 45321 x x x x x x x x x x x x bi 13,

Li Xx
x2.B3 23 D3

x x xTi, 73, TL. TI, TG, x239
(Ferdagangan Besar Dang Asa den Dagang Ayam Olatua 46322 x x x x x x x x x x x x x x

x x XxTa mi, ve, 13 ti, 73, x240
(Perdagangan Besar Damng Olahan 40323 x x x x

Xx Xx x x x x x x
52. B3 apa B2, D3

x
Xx

x x xri, Ta, ri re Ts 11, 12, Ta, xx x
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN
SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG KAWASAN PERKOTAAN PIRU
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
Sub-Zone 'erlindunsan Setempat fensan kode PB

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 596
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum O,1
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 9096
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
NI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

2 lantai
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Pembangunan jalan inspeksi,

5) Jalur pejalan kaki/ pesepeda:

2) Menyediakan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, di jalan inspeksi:
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
4) Menyediakan tempat sampah individual/bak Sampah:
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6) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/ terbuka: dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Patok batas sempadan,
2) Menyediakan papan informasi: dan
3) Menyediakan pos jaga.

Zona Ruang Terbuka Hiiau dengan kode RTH
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

etentuan Intens tas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 396
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,06
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 9596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
NI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
1 lantai

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka:
2) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
3) Menyediakan tempat sampah individual/ Bak Sampah:
4) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/ reservoar):
5) Jalur pedestrian dan jalur sepeda sebagai prasarana untuk menjangkau spot-spot dalam sub-zona rimba kota:
6) Aksesibilitas untuk difabel: dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
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Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1
1) Tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok

vegetasi:
2) Pelataran parkir umum:
3) Gerbang utama:
4) Menyediakan papan informasi
5) shelter/gazebo,
6) Pos pengelola dan pos keamanan, dan
7) Menyediakan fasilitas Lavatory/ Toilet.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 1096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum O,1
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 8596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

8 metera. ketingian bangunan (TB) maksimum
1 lantai

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jalur pedestrian keliling taman kota:
2) Jalur sepeda keliling taman kota dan fasilitas parkir sepeda:
3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka:
4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaranf(hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/reservoar):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah:
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Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2
) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (4096 pohon besar (diameter tajuk »15 m), 3096 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),
2006 pohon kecil (diameter tajuk 24-x8 m), yang dikombinasikan dengan 10"b perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover):

8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian: dan
9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum,
2) Shelter/gazebo
3) Gerbang utama,
4) Menyediakan papan informasi:
5) Pos pengelola dan pos keamanan: dan
6) Menyediakan fasilitas Lavatory /Toilet.

Zona Ruangg Terbuka Hijau dengan kode RTH

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 2096
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
c koefisien dasar hijau (KDH) minimal TOY
d luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan
a ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter

1 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalur pedestrian menuju ke blok-blok pemakaman:
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka,
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah:
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5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidran umum, hidrant kebakaran, penampung/ reservoar):
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian: dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum,
2) Menyediakan fasilitas LavatoryToilet:
3) Fasilitas kantor pemakaman: dan
4) Fasilitas keamanan Pos Jaga.
5) Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 396
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,06
koefisien dasar hijau (KDH) minimal 9596

I
a.
b
Cc.

luas kaveling minimumd.
Ketentuan Tata Bangunann

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum
garis sempadan bangunan (GSB) minimumb

C. jarak bebas samping (JBS) minimum
jarak bebas belakang (JBB) minimumd
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) penanaman vegetasi/penghijauan pada garis pantai,
2) Jalur pejalan kaki dibuat menggantung dengan konstruksi yang terbuat dari kayu/bambu agar tidak merusak ekosistem mangrove:
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
4) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah:
5) Menyediakan jaringan air minum dan sarana proteksi kebakaran(hidran umum, penampung/reservoar):
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian: dan
7) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pelataran parkir umum:
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2) Gerbang utama:
3) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet
4) Kantor pengelola
5) Menyediakan papan informasi, dan
6) Pos jaga

Zona Badan Air dengan kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimuma.
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimumb
koefisien dasar hijau (KDH) minimalCc.

luas kaveling minimuma
Ketentuan Tata Bangunann

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimumb
c. jarak bebas samping (JBS) minimum
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) penanaman vegetasi/penghijauan sepanjang sempadan sungai:
2) tanggul badan air, dan
3) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) menyediakan papan informasi lokasi/kawasan, informasi sarana pelayanan umum terdekat, informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat:
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B. ZONA BUDI DAYA KAWASAN PERKOTAAN PIRU

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP2

Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 506
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 9396
d luas kaveling minimum
n Ketentuan Tata Bangunan

8 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
1 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b » Jalan Lokal: 4 metergaris sempadan bangunan (GSB) minimum
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan patok batas Kawasan hutan
2) Penanaman vegetasi pada zona hutan produksi terbatas: dan
3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Pos jaga: dan
2) Menyediakan papan informasi.

Zona Pertanian dengan kode P
Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 306
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 6596
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Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2
d luas kaveling minimum
Ti Ketentuan Tata Bangunan

8 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
1 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b » Jalan Lokal: 4 metergaris sempadan bangunan (GSB) minimum
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. prasarana minimal yang meliputi:

1) Jalan tani,
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/ terbuka:
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU): dan
4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan sarana produksi pertanian hortikultura meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan

anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi, dan
2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.

Zona Pertanian dengan kode P
bet

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 3006
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 6506
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

1 lantai
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter

» Jalan Lokal: 4 metergaris sempadan bangunan (GSB) minimum Jalan Kolektor: 6 meterb
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Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d 3 meterjarak bebas belakang (JBB) minimum
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Jalan tani,
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka,
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU): dan
4) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan sarana produksi pertanian perkebunan meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan

anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi: dan
2) Gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.

Pe C da sarda

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6006
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1006
d luas kaveling minimum

Ketentuan Tata Bangunan
12 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
2 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
UI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
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2) jalur keluar dan masuk kendaraan:
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/ terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat,
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
3) Taman:
4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
5) shelter angkutan umum: dan
6) struktur bangunan£gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6006
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1096
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter

3 lantai
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
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Cc jarak bebas samping (JBS) minimum 5 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 meter
NI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a prasarana minimal yang meliputi:
1) Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan termasuk sebagai sarana penyelamatan di saat terjadi keadaan darurat:
2) Jalur pedestrian di tepi jalan,
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
4) Prasarana drainase baik berupa saluran tertutup/terbukaj
5) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan airminum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
6) Menyediakan instalasi pengolahan air limbah,
7) Menyediakan tempat sampah individual dan TPS:
8) Menyediakan sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi:
9) Penerangan jalan,
10) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
11) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Sarana ibadah:
2) Pos jaga:
3) Ruang terbuka hijau sebagai sabuk hijau penyangga:
4) Menyediakan area parkir umum dalam zona, dan
5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Pariwisata dengan kode W
--

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6006
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,0
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 3096
d luas kaveling minimum
n Ketentuan Tata Bangunan

24 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
5 lantai

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Kolektor: 6 meter
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Sub-Zona Pariwisata dengan kode W
» Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

I Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
prasarana minimal yang meliputi:
1) Jalur pedestrian/ pejalan kaki
2) Jalur sepeda,
3) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka,
4) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
5) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah,
6) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
7) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
8) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
9) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Menyediakan fasilitas Lavatory/Toilet:
3) Tempat ibadah:
4) Pos keamanan: dan
5) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perumahan dengan knde P
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1096
d. luas kaveling minimum 60 m?

Ketentuan Tata Bangunan

b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Kolektor: 6 meter

8096a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

3 lantai
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
» Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
JII Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5mj
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
1) Jalur pedestrian/pejalan kaki,
2) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
3) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
4 Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
6) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan airminum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
7) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
8) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
9) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
10) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
3) Menyediakan fasilitas kesehatan,
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
5) Ruang pertemuan warga,
6) Lapangan olahraga,
7) shelter angkutan umum, dan
8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

ee Agtak & AKI DA

Sub-Zona Perumahan Ke adatan Sedang dengan kode R-3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum TOY
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
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--

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3
Cc koefisien dasar hijau (KDH) minimal 2096

luas kaveling minimum 60 m3
11 Ketentuan Tata Bangunan

16 meter
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 3 lantai

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi,
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
3) Menyediakan fasilitas kesehatan,
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak,
5) Ruang pertemuan warga,
6) Lapangan olahraga:
7) shelter angkutan umum: dan
8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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Zona Perumahan dengan kode P
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30Ya
d. luas kaveling minimum 60 m?
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

3 lantai
a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan airminum perkotaan (perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
3) Menyediakan fasilitas kesehatan:
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
5) Ruang pertemuan warga:
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Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 0.
6) Lapangan olahraga,
7) shelter angkutan umum, dan
8) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum C096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
NI Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

24 meter
5 lantaia. ketinggian bangunan (TB) maksimum

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat,
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
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Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum:
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas,
4) Menyediakan fasilitas kesehatan:
5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
6) Ruang pertemuan warga:
7) Lapangan olahraga,
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi,
9) Shelter angkutan umum, dan
10) Struktur bangunan gedungdan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 7096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Rangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

4 lantaia. ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
4 Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum:
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
4) Menyediakan fasilitas kesehatan:
5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak,
6) Ruang pertemuan warga:
7) Lapangan olahraga:
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
9) Shelter angkutan umum: dan
10) Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T70Yo
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1596
d luas kaveling minimum
n Ketentuan Tata Bangunan

16 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
3 lantai

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Kolektor: 6 meter
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Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3
» Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter
2 meterCc jarak bebas samping (JBS) minimum

d jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
91 Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat,
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum:
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas,
4) Menyediakan fasilitas kesehatan,
5) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak,
6) Ruang pertemuan warga:
7) Lapangan olahraga:
8) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi,
9) sheiter angkutan umum, dan
10) struktur bangunan gedung dan non gedung 1mengacul pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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Zona Campuran dengan kode C
Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 8096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,0
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1096
d. kaveling minimum 60 m? untuk fungsi hunian
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

5 lantaia. ketingian bangunan (TB) maksimum 24 meter

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Area bongkar muat
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
5) Menyediakan fasilitas kesehatan:
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Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode €.2
6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
7) Ruang pertemuan warga,
8) Lapangan olahraga:

10) shelter angkutan umum, dan
11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi,

Zona Campuran dengan kkode C
Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum T70Yo
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 2096
d luas kaveling minimum 60 m2 untuk fungsi hunian

Ketentuan Tata Bangunan
20 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
ad jarak bebas belakang (JBB) minimum 1,5 meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/ terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
2) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
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Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat,
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Area bongkar muat
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas,
5) Menyediakan fasilitas kesehatan,
6) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
7) Ruang pertemuan warga,
8) Lapangan olahraga,
9) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
10) sheiter angkutan umum: dan
11) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan, dan, Ta asa dengan
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 8006
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 4,0
Cc. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1096
d luas kaveling minimum
11 Ketentuan Tata Bangunan

24 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
5 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
m Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a prasarana minimal yang meliputi:

knde
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/ terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Area bongkar muat
3) RTNH dan atau ruang sektor informal,
4) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
6) Menyediakan fasilitas kesehatan:
7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
8) Ruang pertemuan warga,
9) Lapangan olahraga:
10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
11) shelter angkutan umum: dan
12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 7096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 2006
d. luas kaveling minimum
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
n Ketentuan Tata Bangunan

20 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
4 Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan airminum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.
sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Area bongkar muat
3) RTNH dan atau ruang sektor informal:
4 Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
5) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
6) Menyediakan fasilitas kesehatan:
7) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak,
8) Ruang pertemuan warga,
9) Lapangan olahraga,
10) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
11) shelter angkutan umum: dan
12) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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Zona Perkantoran dengan kode KT
Sub-Zonn Perkantoran dengan kode KT

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum TOY
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,5
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 2 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 24 meter
5 lantai

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b. sarana minimal yang meliputi:
1) Area parkir umum,
2) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
3) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
4) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak:
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Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT
5) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
6) shelter angkutan umum: dan
7) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Zona Transportasi dengan kode TR
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

etentuan ntensitas Pemanfaatan Ruan
a koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 6096
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
Cc koefisien dasar hijau (KDH) minimal 3006
d luas kaveling minimum
n Ketentuan Tata Bangunan

20 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
4 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
da jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a prasarana minimal yang meliputi:

1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) jalur keluar dan masuk kendaraan:
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
4) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
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Sub Zona Transportasi dengan kode TR
13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
3) Taman:
4 Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
5) shelter angkutan umum, dan
6) struktur bangunan gedung dan non gdung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 7096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 1596
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
4 lantai

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
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Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi,
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk,
2) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas,
3) Taman lingkungan dan/atau taman bermain anak,
4) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
5) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode PL-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,5
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 3006
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokai: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
c. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

5096a. koefisien dasar ban nan KDB) maksimum

3 lantaia. ketingian bangunan (TB) maksimum 16 meter

3

a. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
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Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan:
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
2) Taman:
3) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi,
4) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL
Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5096
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 3006
d. luas kaveling minimum
II Ketentuan Tata Bangunan

» Jalan Kolektor: 6 meter
f. garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter

» Jalan Lingkungan: 3 meter
g. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
h. jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

2 lantai
e. ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter

C. prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m:
2) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
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Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-3
3) Jalur pedestrian/ pejalan kaki:
4 Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan,
5) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU),
6) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
7) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian,
8) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan airminum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya,
9) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
10) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
11) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar), dan
12) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

d sarana minimal yang meliputi:
1) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas,
2) Taman:
3) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
41 struktur bangunan gedung dan non gdung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 7096
b koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
Cc. 1096koefisien dasar hijau (KDH) minimal

luas kaveling minimum
Ketentuan Tata Bangunan

16 metera. ketinggian bangunan (TB) maksimum
3 lantai
» Jalan Kolektor: 6 meter

b garis sempadan bangunan (GSB) minimum » Jalan Lokal: 4 meter
» Jalan Lingkungan: 3 meter

Cc. jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
d jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
prasarana minimal yang meliputi:
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Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6
Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,

2) jalur keluar dan masuk kendaraan:
3) Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan:
41 Jalur pedestrian/ pejalan kaki,
5) Jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan:
6) Menyediakan lampu penerangan jalan (JPU):
7) Menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan,
8) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian:
9) Menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya:
10) Menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi:
11) Menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat:
12) Menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar): dan
13) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.

b sarana minimal yang meliputi:
1) Area Parkir:
2) Area bongkar muat:
3) Tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk:
4) Fasilitas toilet pria, toilet wanita dan toilet penyandang disabilitas:
5) Taman:
6) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi:
7) shelter angkutan umum: dan
8) struktur bangunan gedung dan non edung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.

Za D.age demen
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
c koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 296
f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,02
£ koefisien dasar hijau (KDH) minimal
h luas kaveling minimum
n Ketentuan Tata Bangunan
c ketinggian bangunan (TB) maksimum
f garis sempadan bangunan (GSB) minimum
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Sub Zona Badan Jalan dengan kode BJ
jarak bebas samping (JBS) minimum

h jarak bebas belakang (JBB) minimum
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

prasarana minimal yang meliputi:
1) Menyediakan jaringan jalan minimal 3,5m,
2) jalur keluar dan masuk kendaraan, dan
3) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana

Cc. sarana minimal yang meliputi:
1) Fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi: dan
2) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa.
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LAMPIRAN VIII.A
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA
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Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2Km

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

DIAGRAM LOKASI

Pokasi yang dipetakan

Kabupaten Seram
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

&. Kec Taniwel

PA
UU koe

Kec tnamoset

Lau
gac amat,

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
@ Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan "- Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan Batas Blok

Perairan
"NX Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
P2 Hortikultura

1-. Perkebunan
Zona Perikanan
IEEE Perikanan Tangkap
Zona Hutan Produksi

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listnk

Zona Pariwisata
W Panwisata

Zona Sarana Pelayanan Umum
IEEE SU Skata Kota

IEEE SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan

Zona Lainnya
P3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
PL4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pergudangan

Zona Perdagangan dan Jasa1- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Pertah dan K
Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi1- Transportasi

Zona Campuran
Campuran Intensitas Tinggi
c M6

Zona Perumahan- Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang

R4 Perumahan Kepadatan Rendah

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi,
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2, Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor . SK.6604/MENLHK-PKTL/
KUH/PLA 2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku Sampai
dengan Tahun 2020

4. Pengolahan Data Tahun 2023
Catatan:

Mengetahui:
AM BAG

PA

408110 410760 413410
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416060
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LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG

TEMPAT EVAKUASI BENCANA
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Uu SKALA : 1:50.000
0 0,5 1 2Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

TN
Kabupaten Seram
Bagian Barat Taniwet

PALI 9ERAM

Fi &. Kec Taniwel

Le AAAPan

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
@ Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan "- Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan Batas Blok

Perairan
"NX Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum
IEEE SPU Skala Kota

IEEE SPU Skala Kecamatan

IEEE SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran
Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Akhir

"PL, Tempat Evakuasi Sementara

ina

LA.4

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi

1 engetahui,

40281001 405460 408110 410760 413410 416060
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0161996
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LAMPIRAN VIII.C
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PIRU

N

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

N

2

1
8

Uu SKALA : 1:50.000

A o 0,5 1 2 Km
1

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator
: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 52 S
: Datum WGS 1984
: Geoid EGM 2008X

DIAGRAM LOKASI

Pokasi yang dipetakan
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KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi
@ Ibu Kota Kabupaten/Kota _-_ Batas Kecamatan Batas WP

Ibu Kota Kecamatan "- Batas Desa/Kelurahan - Batas SWP
# Ibu Kota Desa/Kelurahan Batas Blok

Batas Perencanaan

Perairan
"NX Garis Pantai

Badan Air

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
P2 Hortikultura- Perkebunan

Zona Perikanan
IEEE Perikanan Tangkap

Zona Pariwisata
W Pariwisata

Zona Perdagangan dan Jasa1- Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Zona Campuran
Campuran Intensitas Tinggi
Cc:

Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Tinggi

BEE: Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
EEE SPU Skasta Kota

SPU Skala Kecamatan
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik- Pembangkitan Tenaga Listnk

Zona Transportasi
Transportasi

Zona Peruntukan Lainnya
Pi3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)

Pergudangan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan

Sempadan Pantai

CL Sempadan Sungai
-

Sempadan Ketenagalistnkan

Penje Kode Lokasi
w
swp
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1, Citra Satelit World View Perekaman Tahun 2015 dengan Akurasi Horizontal 3,852 Meter
2. Peta Dasar yang telah Terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023
3. Pengolahan Data Tahun 2023.

Catatan:
Peta ini bukan merupakan referensi resmi batas garis-garis administrasi
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